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KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu hami panjatkan kepada Allab SWT, yanp
telash melimpahkan rabmat dan hidayah Nya kepada penulis
schingga dapmt menyelessikan penulisan buku dengan  judul
“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan™,

Penulisan buku ini dimaksudkan sebagai bahan atau acusn
dasar untuk mempelajari hukum ketenagakerjaan yang berlaku di
Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan. Matcri-materi yang dibahas dalam buku
ini disusun secara sederhana, praktis dan sistematis agar dengan
mudah dapat dipelajari serta dipahami sebagai dasar pengetahuan
untuk mempelajari hukum ketenagakerjaan lebih lanjut.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa menyampaikan
terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua
pihak vang telah membantu selesainya penyusunan buku ini.

Penulis berharap buku ini dapat bermanfaat bagi semua
pihak yang menaruh perhatian di bidang ketenagakerjaan, Kritik,
saran, atau koreksi terhadap buku ini sangat penulis harapkan dan
semua pihak, puns perbaikan penerbitan selanjutnya.

Semoga Allah SWT selalu memberikun bimbingan kepada
kita semua. Amin yva rabbal ‘alamiin

Remarang, Januari 2008
Penulis

Endah Pujiastuti, 5 H MH
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BABI

PEMAHAMAN UMUM TENTANG HUKUM
KETENAGAKERJAAN

A, Hukum Ketenagakerjaan

Pada beberapa kepustakaan hukum, kadang dijumpai istilah hukum
perburuban staupun hukum ketenagakerjaan. Hukum perburuhanhukum
ketenagakerjasn ini sesungguhnya menipakan bagian dar hukum pada
UITHITILY 8.

Menurot Lalu Husni (2005 : 21 — 22), berbicara tentang batasan
pengertian hukum, hingga saat ini para ahli hokum belum menemukan
batasan yang baku serla memuaskan semus pihak tentang hukum, Hal ini
dizebabkan karena hokum ity sendin mempanyai hentuk dan segi vang
beragam. Hukum mempunyai makna yang sangat luas, namun demikian
secarn umum hukun dapat difilat sebagai nonva vaug mengandung nilai
ferdenty, hka hukum dalam lcﬂjiun ini dibatasi sebng;ﬂ nmorma, tidak
berarti hukum identik dengan norma, sebab norma merupakan pedoman
manusia dalam bertingkah laku. Dengan demikian dapat dinyatakan
hahwa norma hukum merupakan safah satu dari sekian banyak pedoman
timgkah laku selain norma agama, Kesopanan dan Kesusilmn,

1. Tengertian Hukom Ketensgakerjaan.

Beberapa shli hukum memberikan batasan penpertian dari hukum
perburphanhukum  ketenagakerjaan ini. Imam  Soepomo (1987 - 1)
memberikan batasan hukum perburuhan sebagal himpunan peraturan baik
tertulis maupun tdak, yang berkenaon desgan kejadian di mana
seseorang bekerja pada orang lnin dengan menerima wpah.

Imam Soepomo juga mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum
tentang hukum perburuhan/hikum  ketenagakerjoan seperti Mr, A H.
Maolenaar yvang menyatakan bahwa hukum perburuhan adalah bagian dari
hukum yang berlaku yang pada pokeoknya mengatur hubungan antara
buruh dengan majikan, antars buruh dengan buruh don snters buruh
dengan penguasa (Arbeidireeh is dat deel van het positieve rechi hetwalk
in hoofdzaok de heirekkingen tusven arbeiders en werkgevers, fussen
arbeiders orderling en arbeiders en de overrheid regelt).

Mr. M.G. Levenbach memmuskan  hukum perburuhan sebagai
hukum yang berkenasn dengan hubungan kera, dimana pekerjasn
tersehut  dilakukan di bawah pimpinan dan dengan keadaan wang



bersanghut paut dengan hubungan kerju, Selanjutnya Mr N.E.H. van
Esveld tidak hanya membatasi lapangan  hukum perburthan  pads
hbungan kerja dimana pekerjaan dilakukan dibawah pimpinan saja,
tetapi meliputi pula pekegaan yang dilakukan olch swi pekera vang
mielakukan pekerjaan atas tanggungjawab dan resiko sendiri,

Mr. 8§ Mok berpendapat bahwa hukum perburuban adatah hukum
yang berkenzan dengan peherjaan yang dilakukan dibawsh pimpinan
orang lain  dan  dengan  keadaan penghidupan  yang langsung
betgandengan dengan pekerjaan ity (Arbeidsrechi in dar deel veor het
recht dar bemretking fieefi op arbeid in drenst vem anderen en de
doarmede onmiddelliik samer hungedy levensom standrabeds),
Undang-Undang No. 13 Tzhun 2003 tentang Hukum Ketenagakerjaan
tidak menyebutkan secara tegas pengertian hukum ketenagakerjaan. Pada
Pasal | angka | Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 hanya memberikan
batasan bahwa ketenagakerjasn adalsh segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada wakiu sebelum, selama, dan sesudah mass

mengatur segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu
sebelum, selama, dan sesudah mass kerja,

2. Sejarah Hukum Ketenagakerjasn

Sejarah hukum ketenagakeripan ini tidak teclepas dari riwayat
hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Pada beberapa kepustakaan
hukum diriwayatkan mengenai kondisi hubungan ketenapakerjaan di
Indonesia mulai dari zaman perbudakan/perhambaan/peruluran, rod,
Poenale sanksi hingga Panca Krida Hukum Perbunshan.

i Jaman pcrhudnka.mrlm-tiamhamfpaulurm,

Pada jaman perbudakan orang melakukan pekerjaan di bawah
pimpinan orang lain, Budak tidak mempunyai hak apapun bahkan hak
atas hidupnya juga ditentukan olch tnannya. Budak hanya mempunyai
kewajiban hekerja dan mengikuti perintah, petunjuk, dan aturan fuanmnya,
Pada saatl ity belum ads peraturan dari pemerintah yang menetapkan
bahwa pemeliharaan budak menjadi kewajiban dari pemiliknya. Dalam
perkembangannya pemerintal Hindia Belanda menetapkan prengaturin-
Pengaturan antara lain -

(1) Larangan memasukkan budak ke pulau Jawa.

(2) Harus diadakan pendaftarun budak dari tahun 1819,

(3) Pajak atas pemilikan budak dari tahun 1820,

(4) Melarang pengangkutan budak yang masih anak-anak dari tahun

1829,



{5) Mengadakan peraturan tentang pendaftaran anak budak tahun
1833

{h) Penggantian nama kata budak dan tahun | 834,

{7y Pengaturan pembebasan perbudakan bagi pefant yang dijadikan
budak dari tahun 1818,

Mamun  pengaturan-pengaturan  tersebut  semuanya  tidak
menyinggung adanya nasib budak yang sangat menyedihkan. Bar sejak
tahun [825 pengaturan  lentang  budak dan  perdaganpan  budak
menpandung maksud meringankan nasib budak.

Pemoalan hobungan antara budak dengan pemiliknya sesungguhnya
tidak terlctak pada baik buruknya perlakuan pemilik budak. Tetapi
terletak pada hakekat perbudakan itu sendiri, yaitu mendudukkan mereka
pada kedudukan yang merdeka secara voridis, sosinlogis, dan ekonomis.

Perhatian terhadap perbudakan muncul dari pihak tidak resil pada
masa Thomas Stanford Raffles melalui Fhe Java Benevoleny Inseiturion
1818 — 1824, Semua peraturan mengenni perbudakan pada akhirmya
menjurus ke penghapusan perbudakan. Mamun usaha tersebut tidak
membawa hasil. Upava dilakukan lagi pada tshon 1854 melalui
Regeringireplement 1834, Peraturan  ini  menegaskan  tentang
penghapusan perbudakan dan vang ganti rugi scbagai dkibal penghapusan
budak. Pada akhimya perbudakan di Indonesia baru dapar dikatakan
lenyap pads tahun 1922,

Selain perbudakan dikenal juga istilah perhambaan (pandefingschap)

dan peraiuran {harigheid, perkhovigheidn). Perhambaan
(pandelingschap) terjadi bila seorang pemberi gadai menyerahkan dirinya
sendiri atau orang lam yang i Kuasai, atas pemberian pinjaman sejumlah
uang kepada scorang pencrima gadai vang mendapat hak untuk minta
dari orang yanp digadaikan fu (hamba) agar melakukan pekerjaan
baginya. Penerima gadai berkewajiban memerdekakan kembali atag
menyerahkan kembali kepada pemberi gadat pada wakiv vang pinjaman
dilunast, Pekegoan yang dilakukan tidak untuk melunasi hotangnya atau
tidak untuk mencicil hutangnya. tetapi hanva untuk membayar bunganya
sqja,
Adapun peruluran fhorigheid, perbhorigheid) merupakan ketidak
bebasan scscorang { perkemicr | ulur) karena terikatmya pada suatu kebun
frerkl. Keterikatan iu dalam beatuk keharusan seseorang {(perfenier /
ulur ) untuk menanam tanaman tertente pada kebun/ladang dan hamus
menjual hasil kebun/ladangnya kepada kompeni. Sclama mengerjakan
kebun/ladang ia dianggap sebagai pemilik, tetapi jiks meninggalkanmya
miaka ia kehilangan hak atas kebun tersebul.



b.  Jaman Rodi

Resdi mierupakan kerja paksa yang dilakukan olsh rakyvat untuk
kepentingan pihak penguasa atau pihak lain dengan tanpa pemberizn
upah dan dilakukan di luar batag perikemanusiaan,

Rodi berawal dari pengerjaan pekerjaan-pekerjaan untuk kepentingan
bersama (gatong royong) dan untuk suky atay desa sebagai kesatuan oleh
para penduduk. Kemudian berkembang menjadi kerja paksa yang tidak
hanya untuk kepentingan dan keperluan  bersama tetapi  untuk
kepentingan seseorang atau pihak dengan tidak menerima bayaran upah.
Hal ini dimanfastkan kompeni untuk mengerjakan pokerjaan-pekerjaan
Jatan { Anyer — Banyuwangi ), penganghkutan barang dan sebagaimya.

Pada masa penjajuhan Belanda, rodi digolongkan menjadi 3 (tiga),
yait ;

(1) Rodi Gubernemen, yaitu rodi uniuk kepentingan gubememen dan
para pegawainya fherendiensy) tanpa bavaran,

(2)  Rodi Perorangan, vaitu rodi untuk kepentingan kepula-kepala dan
pembesar-pembesar Indonesia (persoanlijke, diensten).

(3)  Redi Desa, yaitu rodi untuk kepentingan desa fdesa diensten),

¢. Jaman Punale Sanksi (Poenale Sancrie),

Punale Sanksi terjadi karena adanya kebijakan Agrarische Wet pada
tahun 1870 yang mendorong timbulnya perusabaan perkebunan swasta,
schingga kebutuhan ketersedisan lahan perkebunan menjadi bertambah
besar. Implikasinya pada kebutuhsn ketersediaan  pekerjaburuh
meningkut, Oleh karens itu untuk menjamin perusahaan swasta lersebut
mendapatkan  pekegjaburuh  yang  tetap  datam mietaksanakan
peketjsannya, maka dalam “Algemene Politie Strafreglement” (5th. 1877
Nr. [) ditetapkan bahwa buruk yang tiada dengan alasan yang dapat
diteritna, meninggalkan atan menolak melaksanakan pekerjaannya, dapat
dipidana dengan denda antara Rp 16, dan Bp 25.- atay dengan kerja
paksa selama 7 sampai 12 hari. Pengaturan ini disebut dengan poenals
Sanciie

Hakekat punale sanksi sebetulnya tidak semats-mata terlemk pada
pidana dendamya, sebab dalam perjanjian atan peraturan majikan dapat
puls ditetapkan suatu denda tertenty bila pihak buruh menyafahi jsi
perjanjian ketja, Persoalan sebenamya adalah kemungkinan diangkutnya
buruh kembali ke tempat pekerjaan unwk melakukan prkerjaan, Punale
sanksi ini lenyap dari dunia perburuhan Indonesia mulai tanggal | Januari
1942,



d. Panca Krida Hukum Perburuhan
Gambaran  hubungan  perburuban  pads  jaman  perbudakan/
perhambaan/periluran, rodi, dan punale sanksi mencerminkan hubungan
perburuhan dimulai dari peristiwa pahit. Dari uraian lersebut dapat dilihat
tahapan perjuangan pengatgran  perburvhandhukum  ketenngakerjaan.
Dalam hukum perburuhan hal imi oleh Profl Iman Soepomo dikenal
dengan sebutan Panca Krida Hukum Perburuban. Panca Krida Hukum
Perburuhan merupakan perjuangan vang harus dicapai, yaitu meliputi :
{1} Membebaskan manusiz Indonesia dari perbudakan dan perhambaan;
{2) Membebaskan penduduk Indonesia dan rodi atau kerja paksa;
(3) Membcbaskan buruh Indonesia dari punale sanksi;
(4) Membebaskan buruh Indonesia dari ketakutan kehilangan pekerfaan
SECArN SEMEena-mens;
(5) Memberikan kedudukan hukum yang seimbang (bukan sama) kepada
buruh dan pengusaha.

krida satu sampai dengan krida ketiga secara vuridis sudah
lenyap bersamaan dengan dicetuskamnnya Proklamesi Kemerdekaan RI
tangpal 17 Apustus 1945, Perlu kiranya untuk tetap dicermati dan
diwaspadai kemungkinan munculnya kembali perbudakan, rodifkerja
paksa dalam perwujudannya di ers moderm. Adapun krida ke empat
setidaknya jika dikaji secara empiris atau sosiologis belum dapat dicapai,
Sedangkan krida kelima morupakan cita hukum (fus constituendum) di
bidang hukum perburuban yang merupakan tujuan akhir yang ingin
dicapai. Menurut Lalu Husni (2001:5), untuk mencapai krida ke empat
dan krida ke lima ada beberapa hal vang perlo mendapat perhatian yain:
- Pemberdavaan  scrikat pekerja‘serikat burvh Khususoya di tingkat
unit/perusahaarn,

- Pemberdayaan pekerja dan pengusalia sehinggs dapat torcapai
hubungan keja yang kondusif sebagai prasyarat keberhasilan usaha.

- Penegakan hukum Jow enforcement), untuk menjamin tercapainya
kemanfaatan (doefmatizheid) dan aluran perburuhan.

- Meninjau kembali (secara normatif) beberapa ketentuan perundang-
undangan perburuhan / ketenagakerjaan nusional,

Pada pertengahan tahun 998, situasi politik di Indonesia
memasuki era baru yang biasa dischut dengan era reformasi.
Peraturan-peraturan lama dianggap tidak scsuai lagi dengan
tuntutan masyarakat Indonesia, Tuntutan utamanya adalah
demokratisasi di segala bidang, Untuk menjawab tuntutan tersebut
di bidang ketenagakerjaan disusun program Labour Law Reform



yang berisi pembaharuan dan pembentukan hukum ketenagak erjaan
{Harry Heriawan Saleh, 2006).

Prinsip vang terkandung dalam propram labowr Law
Reform adalah :
a. Penghargaan otas Hak Asasi Manusia (HAM)-
b. Demokratisasi di tempat kerja:
. Partisipasi masyarakat.
Reformasi di bidang hukum ketenagakerjaan di Indonesia ini
kemudian melahirkan beberapa peraturan perundang-undangan
baru di bidang ketenagakerjaan antara lain Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, Lindang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentanp Kelenagakerjaan, dan
Undang-Undang Nomoer 2 Tahun 2004 tentang Penvelesaian
Perselisihan Hubungan Industrial,

3. Sifat Hukum Ketenagukerjaan
Sifat hukum ketenagakerjaan sesungguhnya tidak terlepas dari tujuan

pokak hukum ketenagakerjaan itu sendiri yang meliputi :

a. Melindungi pihak yang lemah dan menempatkan mercka pada
kedudukan yang layak bagi kemanusiaan

b. Untuk mendapatkan keadilan sosial bagi buruh di lapangan hukurm
perburuhan yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan dengan
jalan melindungi buruh terhadap kekuasaan majikan yang tdak
terbatas. ,

4. Sumber-sumber Hukum Ketenagakerjaan
Sumber hukum dalam arti materiil adalah Pancasila. Sumber hukum

yang dimaksud disini dalam arti kata stmber hukum formil yaitu

3. Sumber hukum tertulis meliputi Undang-undang, Peraturan-
peraturan,  Perjanjian-perjanjian, Putusan  Penpadilan,  Traktat/
Konvensi

= Undang-undang
Undang-undang ditctapkan oleh pemerintah dengan persefujuan
Dewan Perwakilan Rakyat, Pada masa penjajahan Belanda Undang-
undang ini dibentuk di Nederland olch Raja bersama-sama dengan
Parlemen  dan disebut Wet Peraturan yang ditetapkan oleh
pemerintah Nederland sebagai peraturan pelaksana dari Wor disehut
Algemeen Maatregel van Bestuvr(AMvB). Selain Wer dan AMvE,
ada pula ordonanife yang terdiri dari 2 makns yai yang ditetapkan
oleh  Gubernur  Jendera]l dahulu dengan  atw  tidak  dengan



mendengarkan Rogd van Indie (sebuah badan penasehat) dan
Folksrowd yang sejak langgal | Jamuan 1926 ditetapkan oleh
Cinbernur Jendersl dengan sepakal velksroead,

Peraturan-peraturan

Peraturan-peraturan  vang dimaksed adalah  peratiran-peraturan
permdang-undangan lainnya yvang kedudukkannys lebih rendah dan
Undang-undang dan pada umumnya merupakan peraturan pelaksana
undang-undang. Benluknya bisa Peraturan Pemermigh, Keputusan
Presiden, Peraturan Menterd, Keputusan Menterd, dan lain-lain,

Putusan Pengadilan
Di mana dan di masa sturan hukum masih kurang lengkap, putusan

pengadilan tidak hanys memberi bentuk hukum pada kebiasaan,
tetapi juga dapat dinyatakan untuk sebagian besar menentukan,
menetapkan hukum itu sendin, Terutama putusan dari Pengadilan
Hubungan Industrial (PHI) wang bersifai mengikat. sering kali
memuat aturan-aturan yang ditetapkan atas kuasa dan tanggung
jawab sendiri fzeffiranding). Putisan PHI setidaknya mempunyai
pengaruh karena putusan ilu sclain mempunyai sanksi perdata juga
mempunyai sanksi pidana.

Traktat /Konvensi

Traktat / konvensi merupakan perjanjian vang dibuat antara satu atan
lebih negara. Jika traktat diadaken hanva oleh dua negara maka
pedjanjian esebut disebol trakiat bilateral, sedanghan kalan diadakan
oleh banvak negara maka discbut perjanjian multilateral. Negara-
negara yang membuat dan setoju denpan isi dard traktal akan
meratifikasinyn. Konsekuensinya trakiat / konvensi akan mengikat
para pihak yang telah meratifikasinya (asas pocia sum servardo).
Contohnya adalsh Konvensi [LO Nomor 87 Tahun 1948 temang
Eechebasan Berserikar  dan  Perlindungan  Hak  Berorganisasi.
Konvensi ini diratifikasi tanggal 5 Juni 1998 melalui Keppres Nomor
83 Tnhun 1998,

Sumber Hubum Tidak Tertulis,

Sumber Hukum tidek tortulis yeng dimaksud adalah kebiasaan,
terutama kebissaan yang twmbuh dan berkembang denpan baik
sciclah Perang Dunia ke 1. Ada dua fakior yang mendukung
pertumbuhan tersebur vailu karena pembentukan undang-undang /
perauran  perundang-undangan  tidak dapat dilaksanakan secepat

perkembangan persoalan ketenugokeraan yang harus distur dan



peraluran-peraturan vang sudsh ade tidak sesuai lag dengan rasa
keadilan masyarakat

B. Temaga Kerja, Pekerja/Buruh, Penpusaha, Pemberi Kerja Dan
Perusahaan

Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Keienagakerjaan pada
pasal | angka 2 memberikan pengertian bahwa tenaga kerja adalah setiap
erang yang mampu melakukan pekeraan guna menghasilkan barang
danfatau jass baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun umtuk
masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan pekerja/buruh adslah setiap
orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk
lain (Pasal | angka 3 Undang-Undang No, 13 Tahup 2003). Imbalan
dalam bentuk lain vang dimaksud adalah berupa barany atau benda vang
nilainya  ditentukan  atas  dasar kesepukatan pengusaha  dengan
pekerja/buruh.  Tersirat  unsur-unsur yang ada dalam pengertian
pekedaburub adalah : (1) bekerja pada orang lain, (2) dibawah perintah
orang lain, (3) mendapat upah.

Di masyarakat sering kali didapati pengusaha yang dimaknai secara
sempit, yaitu mereka yang memiliki pabrik stau perusshaan-perusahaan
besar. Sedangkan pemilik yayasan, lembaga-lembaga sosial, individu,
koperasi dan  schagainya yang mempekeriakan orang lain  rtidak
dipolongkan kedalamnya. Undang-Undang Ketenagakerjaan menyebutkan
bahwa penpusaha adalah :

4.O0rang perseorangan, persekutuan, atay badan hukum  vang
menjalankan suatu perusahasn milik sendin; '

bh.Orang perseorangan, persekutuan, atau hadan hukum yang secara
berdiri sendini menjalunkan perusahaan bukan milikmya;

. Orang, perscorangan, atau badan hukum yang berada di Indonesia
mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b
yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia,

(Pasal | angka 5 Undang-Undang No. 13 Tahun 20033

Selain pengertian pengusaha Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 pada

Fazal 1 anpka 4 juga memberikan pengertian pemberi kerja yaitu oTENg

perscorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan - badan |ai Ny yang

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam

bentuk lain.

Sedangkan vanp dimaksud perusahaan meliputi «

8. Setiap bentuk badan ussha yang berbadan hukum stan tidak, milik
orang perseorangan, milik persekuivan, atay milik hadan hukum, baik
milik  swasta maupun  milik negara vang  mempekerakan



pekerjaburuh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk
lain.

b, Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain vang mempunyal pengurus
dan mempekerakan ormme lain dengan membayar upah atiau inbalan
dalam bentuk lain

{Pasal | angka 6 Undang-Undang Mo, |3 Tahun 2003}

C. Organisasi  Pekerjn/Buruh, Orpanisasi  Pengusaka  dan
Pemerintah

1. Organisasi Pekerja/Buruh.

Pengaturan serikat pekerja‘serikat buruh di Indonesia terdapal pada
Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat
Buruh. Pada dasamya serikat pekedafserikal buruh dapat dibentuk
dengan azas hebas dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara dan konstitusi negara kesatuan
Republik Indonedia, dengan tujuan memberikan perlindungan pembela
hak dan kepentingan serta meningkatkan kescjahteraan yang lavak bagi
pekeraburuh dan keluarganya.

Kehadiran organisasi pekerja dimaksudkan untuk memperjuangkan
hak dan kepentingan pekerja, sehingga tidak diperlakukan sewenang-
wenang  oleh  pihek  pengusaha.  Keberhasilon moksud ini sangat
tergantung dan kesadaran para pekera untuk mengorganisasikan dirinya,
semakin baik organisasi itu, maka akan semakin kuat. Sebaliknya
semakin femah, maka semakin tidak berdayva dalam melakukan tugasnya,
Karena iluluh kaum pekeda di Indonesia harus menghimpun dirinya
dalam suatu wadsh atau organisasi. Dalam hal i keberndaan serikat
buruh/pekerja sanpgat penting arinya dalam ranpka memperjuangkan,
membela dan melindungi hak dan kepentingan  buruh/pekena serta
melakukan upaya-upaya  umtuk | meningkatkan kesejahicraan
buruh/pekena dan kelusrganya

Undang-Undang Mo, 21 Tahun 2000 tentang Scrikat Peherja/Buruh
memuit bebermpa prinsip dasar vakni =
{1} Jaminan bahwa setiap pekerja'boruh  berhak membentuk  dan

menjadi anggota serikat pekerja/buruh.

(2). Serikat burub dibentuk atas kebendak bebas buruh'pekera tanpa
tekanan atay caumpur tangan pengusaha, pemenntab, dan pihak
manapun.

(3). Serikat boruh'pekerjs dapat dibentuk berdasarkan sektor wsaha
jenis  pekerjaan, atan bentuk fain  sesuai dengan  kehendak
pekerjaburuh.




(4). Basis utama serikal pekerja/buruh ada di tingkat perusahann, serikay
buruh yang ada dapat menggabungkan diri dalam Federasi Serikat
Buruh/Pekerja. Demikian halnya  dengan  Federasi  Serikat
Buruh/Pekerja  dapal menggabungkan diri dafam  Konfederasi
Scrikat Buruh/Pekera.

{3} Serikat  burub/pekerja, federasi dan  konfederssi  serikat
buruh/pekerja yang telah terbentuk memberitahukan secara termilis
kepada kantor Departemen Tenaga Kera dan Transmigrasi
setempat, untuk dicatat,

(6). Siapapun  dilarang  menghalang halangi  atay  memaksa
pekerjaburuh untuk membentuk atag tidak membentuk, menjadi
pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atay tidak
menjadi anggota dan atau menjelankan wtau tidak menjalankan
kegiatan serikat burub/pekerja.

Dari  prinsip-prinsip tersebut jelaslah bahwa pemerintah telah
merespon secard positif konvensi [ILO vang telah diratifikasi | hal ini
terbukti dari rumusan substansi pengaturan dalam Undang-Uindang
serikat  buruh/pekecja  yang  sangat  aspiratif dengan  (untutan
perkembangan vang ada.

Seiring dengan kebehasan burulypekera untuk mengorganisasikan
dirinya, maka tugas yang dicmban ofeh serikat buruh/pekeria semakin
berat yakni tidak saja memperjuangkan hak-hak normatif buruh/pekeria
tetapi juga memberikan perlindungan, pembelaan, dan mengupayakan
peningkatan  kescjahteraannys. Kita berharap dengan  kemandinan
organisasi burub/pekerja, gas-tupas tersehut dapat dicapai.

Berdasarkan  Undang-Undang No. 21 Tahun 2000, serikat
peketja'scrikat buruh terdiri dari 2 macam, yaitu :

& Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan,

Serikat Pekerja/Serikat Buruh ini didirikan oleh para pekerja‘burub di

suatu perusahaan at di beberapa perusahaan,

b. Serikal Pekerja/Serikat Burah di Juar perusshaan,

Serikat Dekega/Serikat Buruh yang dimaksud adalah  serikat

pekerja‘serikat buruh yang didirikan oleh pare pekerjadburuh yang

tidak bekerja di perusahasn,

Sifal Serikat PekerjarSerikat Buruh adalah bebas, terbuka, mandiri,
demokratis dan bertanggung jawab.
2. Buebas.
Secbagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya,
serikal Perkerja/Serikat Buruh, Federasi dan Konfedernsi Serikat



Pekera/Serikat Buruh tidak di bawah pengaruh atsu lekanan dari
pihak lain.

Terbuka.

Serikal Pekerja/Serikat  Buruh, Federasi Serikal PekerjaSerikat
Burub, dan Konfedernsi Serikar Pekera/Serikat Doruh  dalam
menerima  anggota dan  alap memperjuangkan  kepentingan
pekerja’buruh tidak membedakan aliran politik, agama, suku bangsa,
dan jenis kelamin,

Mandiri.

Bahwa dafam mendirikan, menjalankan, dan  mengembangkan
organisasi ditentukan oleh kekuatan sendini tidak dikendalikan cleh
pihak lain di luar organisasi.

Demokratis.

Bahwa dalam pembeniukan organisasi, pemilihan pengurus,
memperjusngkan dan melaksanakan hak dan kewajiban organisasi
dilakukan sesuai dengan prinsip demokratis.

Berntanppun gjawab.

Hahwa dalam mencapai tojuan  dan  melaksanaksn  hak  serta
kewajibannys, Serikal Pekera/Serikat Buruh, Federasi Serikm
Pekerja/ Serikal Buruh, Konfederasi Serikat Pekerja/Serikal Buruh
bertanggung jawab kepada anpgpots masyarakat dan negara,

Adapun fungsi serikat pekegaiserikat buruh adalah

a,
b.

Sebapai pihak dalam pembentukan FKB dan penyelesaiannyi,
Scbagai wakil pekerjaburuli dalam lembaga kerjasama i bidang
ketenagakerjaan sesual dengan tingkatannya;

Lembaga kerjasama tersebut misalnys - lembaga kerjasama bipartit,
lernbaga  kerjasama  tripartit, Dewan Kerja Nasional, Dewsn
Kesclamatan Kerja, dan Dewan Penelitian [pah,

Schagai sarana mesciptakan hubungan industrial yang harmonis,
dinamis dan berkeadilan sesum dengen peraturan  perundang-
undangan yang berlaku.

Sebagal sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan
kepentingan anggolanya.

Sebagai perencana, pelaksana dan penanggung jawab pemogokan
pekerja/buruh sesual dengan persturan perundang-undangan yang
berlaku.

Sehagai wakil pekerdaburuh dalam memperjuangkan kepemilikan
saham di perusahaan,



Pada dasamys Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat dibentuk oleh siapa
saja asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-
Undang, Syarat-syarat tersebul adalah -

a.  Dibentuk oleh sekurang-kurangnya |10 orang pekerja/burul .

b. Dibentuk atas kehendak bebas pekerjaburub tanpa tekanan atau
cempur tangan pengusaha, pemerintah, parpol atau pihak
mananpun.

¢, Memiliki Angearan Dasar/Anggaran Rumah Tangga.

d. Memberitahukan secara tertulis kepada instansi pemerintah yang
bertanggung jawab di bidang ketenpgakerjsan sctempat untuk
dicatat dengan menyertakar :
= Daftar nama anggola pombentuk.
= Anggaran Dasar/Angearan Rumah Tangga.

- Susunan dan nama pengurus.

- Setiap minimal 5 Secrikat Pekerja/Serikat Buruh berhak
membentuk dan menjadi anggota Federasi Serikat Pekerja
Federasi Serikat Buruh yaity gabungan beberapa Serikat
Pekerja/Serikat Buruh baik berdasarkan sektor usaha, antar
sektor usaha sejenis atau tidak, jenis pekerjaan atau bentuk
lain sezuni dengan kehendak pekerja/bunih.

- Minimal 3 Federasi Serikal Pekerja/Serikat Buruh berhak
membeniuk dan menjadi anpgota  Konfederasi  Serikat
Pekerja/Serikal Buruh.

2. Organisasi Pengusaha i

Organisasi pengussha  merupakan wadsh bagi  pengusaha
Indonesia untuk meningkatkan peran serta pengussha nazional dalam
kegiatan  pembangunan  di  Indonesia  dalam  upaya mewnjudkan
kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini wpaya dilakukan melalui
ketjasama ymg terpadu dan sermsi antara pemerintah, pengusaha, dan
pekerja’burub. Organisasi pengusaha tersebut seperti KADIN, APINDO,
GAPENSL dan lain-lain. Masing-masing organisasi pengusaha tentunya
memiliki — mjuan  sesuai  dengan  dasar atan  latar  belakang
pembentukannyn,

3. Pemerintah.

Pemerintah dimanapun dalam suatu negara modem vang demokratis
mengemban tugas dan tanggung jawab untuk mensejahterakan warganya
Demikian pula Indoncsia, sebagai negam yang menganut prinsip
demokrasi, secara konstitusional juga mengemban tugas dan tanggEug
jawab  mensejahterakan masvarakat. Dalam  artian  yang  luas,
mensejahterakan masyarakat merupakan upaya berkelanjutan menuju
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terwujudnya kehidupan masyarakat yang maju, keeatif, demokratis, dan
berkeadilan, Terkail dengan hal fersebul pekerjaan mempunysi makng
vang sangat penting.

Masyarakat membutuhkan pekeraan sebagai sumber penghasilan
untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya. Disamping
itu bekerjn jupa merupakan sarane akivunlisasi diri. Hak atas pekerjaan
merupakan hek asasi yvang melckat pada diri seseorang yang wajib
dijunjung tinggi dan dihommati

Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik tersebut sulit
untok dicapai tanpa adanya struktur sosial ekonomi yang berkeadilan
yang darl aspck hubungan antara pekerjaburub dengan pengusaha
tercermin dalawm hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan
herkeadilan secara proposional. (Meh karena itu diperfukan campur
tangan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yvang menyelurul dan
komprehensif yang mencakup pengembangan sumber daya manusia,
peningkatan produktivitas dan dava saing tenaga kerja Indoncsia, upaya
perluasan kesempatan kesja, dan pembinasn hubungan industrisl yang
digtur dalam pematuran pernundang-imdangan bidang ketenagakerjann.

Campur tangan pemerintah (penguasa) dalam hukum kelenagakerjaan
dimaksudkan untuk terciptanya hubunpan industrial vang adil, karena jika
hubungan antara pekerja’buruh dan pengusaha yang sangat berbeda
secars sosial-ekonomi diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, maka
tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hubungan industrial akan solit
tercapai, karena pihak yang kuat akan selalu ingin menguasai yang
lemali. Atas dasar fwlah pemerintal turot campur tangan melabul
peraturan perundang-undangen untuk memberikan jaminan kepastian hak
dan kewsjiban para pihak,



BABII
HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha  dengan
pckerja'buruh  berdesarkan perjanjian kerje, yang mempunyai unsur
pekerjzan, upah dan perintah. Hubungan kerja ini terjadi setelah adanyva
perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekegjaburuh. Bukii habwa
sescorang bekega pada orang lain atau pada sebuah perusahaan/Tembaga
adalah adanya perjanjian kerja yang berisi hak dan kewajiban masing-
masing pihak baik schagai pengusaha maupun sebagai pekerjaburuh. Isi
atau substansi perjanjian kerja tidak boleh bertentanpan dengan perjanjian
kerja bersama. Disamping perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama
dalam kaitannya dengan hubungan Kkerja térdapat pula peraturan
perusahaan. Isi atau substansi peraturan perusahazn ini jugs tidak boleh
berientangan dengan perjanjian kerja bersama.

A. Perjanjian Kerja
I. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian  kerja awy  dalam bahasa Belanda disebwm
Arbeidvoveremicons diatur pada Bab IX Undeng-Undang No. 13 Tahun
2003 tentang Kelenagakerjzan. Pengerfian perjanjian kerja  adalah
perjanjian antara pekerja/buruh dengan penpusaha atan pemberi kera
yang memuat Syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.
Perjanjian kerja merupakan suatu bentuk persemjuan antara pengusaha
dengan pekegaburuh, schingga pedanjian kerja tidak dapat ditarik
kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak .
Dari pengertian  tersebut ada beberapa unsur yang terdapat dalam
perjanjian kerja yaitu :

a.  Adanya unsur perintah

Adanya unsur perinlsh menimbulkan adanya pimpinan orang lain.
Unsur perintah ini memegang peranan penting dalam sebuah perjanjian
kerja, sebab tanpa adanya perintah maka tidak ada perjanjian kegja. Unsur
perintaly inilah yang membedakan hubungan kera stas dasar peganjisn
kerja dengan hubungan lainnya, Pekedaburuh barus tunduk  pada
perintah pengusaha. Hal ini berarti bahwa kedudukan pekerja/buruh dan
pengusahs lidak wma‘subordingsi, dimana satu pihak berkedudukan di
atas (pihak yang memerintah) dan pibak yang lainnya berkedudukan di
bawah (pihak yang diperintah). Kedudukan hubumgan kea ini berbeda
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dengan hubungan lain seperti hubungan dokter dengan pasien atau antara
pengacara dengan klien, sebab deokier ataupun pengacars tidak nnduk
pada perintah pasien ataupun klicn.

b. Adanya unsur pekerjaan

Pekerjaan yang diperjanjikan merupakan objek perjanjian antara
pekera'buruh dengan pengusaha. Pekerjaan tersebut hamus ada dan
dilakukan sendiri oleh pekerja/buruh atas perintah pengusaha. Perdanjian
kerja terscbut menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi
para pihak.

o, Adanya unsur upah

Upah merupakan unsur penting dalam hubungan kerja. Upah ini
adalah hak pekerjaburuh yang diterima dan dinyatakan dalam beniuk
uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kera kepada
pekeja/burub yang ditetapkan dan dibavarkan menurut suatu perjanjian
kerja, kesepakatan atau persturan  perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerde atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan
dan/stau jass yang telah atau akan dilakukan,

1. Bentuk Perjanjinn Kerja

Pada prinsipnya perjanjian kerja dapat dibuat secars tertulis magpun
lesan, Namun ada beberapa perjanjian kerja vang dipersyaratkan tertulis
antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian kerja di kapal laut
dan peunnj:an kerja bagi tenaga kerja Indonsia yang akan bekerja di luar
negeri.

Saal ini pada umumnya perjanjian keria dibuat secara tertulis dengan
maksud lebih menjamin kepastion hukum tetapi hadang-kadang masih
ada perjanjian kerja  yang dibuat secara lesan, Berdasarkan ketentuan
Fasal 63 (incdang-lindang No. 13 Tshun 2003, jika demikian maka
pengusabia wajib membuat surat pengangkatsn bagi pekerja |/ buruh
tersebul. Surat penganghatan sekurang-sekurangnya memuat keterangan
lentang :

a) MNama dan alamat pekerga / bunih;
b} Tanggal mulai bekerja;

¢) Jenis pekeaan; dan

d) Besarnya upah.

Adapun perjanjian kerja yang dibuat sccara tertulis sehurang-
kurangnya memust tentang :

i} MNama, alamat pernsahasn, dan jenis usaha;

b} Mama, jenis kelamin, nmuor, dan alamat pekerja ¢ buruh:



¢} Jabatan atay jenis pekerjaan;

d) Tempal pekedaan;

e} Besarnya upah dan carn pembaysrannya;

fy  Syarat-syaral keca vang memuat hak dan kewajiban pengusaha
scrta pekerja [ buruh;

) Mulai dan jangha wakiu berlakunva perjanjian kerja;

b Tempat dan tanggal perjanjian kerga dibuat; dan

i} Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Eetentuan dalam perjanjian kerfa yang mengatur besarnya upah dan
cara pembayaran serta syaral-syarat kerja yang memuat hak dan
kewajiban pengusaha zerta pekerjaburvh  tidak boleh  berentangan
dengan peraturan perusahaan, perjanjian kera bersama, dan peraluran
porundang-undanygan yang berlaku. Maksudnya disini adalah apabila di
perusahaan sudah ada peraturan perusahaan atav pejanjian keda bersama,
maka isi pegjanjian kerja baik kualitas mavpun kuantitasnya tidak boleh
lebih rendah dar yvang sudah distur dalam peraturan perusahasn ataw
pegjanjian kerja bersama  di perusahaan yang bersangkutan,

Perjanjian kerja yang dibuat secars tenulis harus dibual sekurang-
kurengnya rangkap dua, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.
Baik pekerjaburuh maupun pengusshs masing-masing mendapat satu
rangkap perjanjian kerja,

3. Syaral perjanjian kerja
Perjanjian kerja merapakon salah satn bentuk perjanjian, yang harus
mematuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sehapaimana  diastur
dalam Pasal 1320 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata. Secara khusus
Lindang=Uindang No. 13 Tahun 2003 Pasal 52 ayat (1) menentukan bahwa
perjanjian kerja dibuat atas dasar :
8. Kesepakatan kedua belah piliuk;
b. Kemampuan ainn kecaknpan melakukan perbuntan hukum;
c. Adanya pekerjasn yang diperjan]ikun;
d. Pekegaan  yang diperjanjikan  Gdak  bertentsngan  dengan
keterfiban umum, kesusilaan, dan persturan perundang-undangan
yang berlaku.

Perjanjian kerja dibual atae dasar kesepakstan kedua belah pihak
waitu pengusaha dengan pelerja/burch. Artinya para pihak sepakat
mengikatkan  din untuk  menyetujui  sepala  sesuatu  sesuai yang
diperanjikan. Pengusaha setuju dengan apa yang dikehendaki oleh
pekerja / buruh demikian pula pekerjw'buruh setyju dengan apa yang
dikehendaki oleh pengusaha. Segala sesuatu yang discpakati pengusaha
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dan pekerja/buruh dituangkan dalam perjanjian kerja yang harus dipatuhi
oleh ke dua belah pihak

Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum bermakna
bahwa pengusaha maupun pekerja/buruh menurut hukum mampucakap
membuat perjanjian kerja. Sescorang dipandang cakap/mampu membuat
perjanjian kerja adalah mercka yang sudah cukup umur. Mereka yang
masih angk-anak tidek boleh menandatangani perjanjian kerja. Bagi
pekerja anak ini yang menandatangani petjanjian kerja adalah omng rua
alau walinys. Undang-Undang MNo. |3 Tahun 2003 Pasal | angka 26
menentukan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di bawah (8
tahun. Hal ini bermakna pula hahwa mesurut Undang-Undang Mo, 13
Tahun 2003 batasan minimal untuk dapat membuat dan menandatangani
perjarjian kerja adalah 18 tahun. Selain batasan umur lersebut SESEOrEng
dikatakan cakap/mampu melakukan perbuatan hukum Jika orang tersebut
lidak terganggn jiwanya. -

Pekerjaan merupakan objek  perjanjian kerja. Pekerjaan yang
diperjanjikan ini harus ads, jelss dan dapat dilakukan oleh pekerja.
Peketjaan pada umumnya bersanpkutan dengan ketrampilan/keshlian
pekerja, sehingga wajar apabila hak dan kewajiban yang timbul pada diri
para pihak menjadi beragam pada setiap perjanjian kerja yang dibuat,
Disamping itu pekerjaan yang diperjanjikan pada scbuah perjanjian kerja
tidak boleh bertentangan dengan ketortiban umus, kesusilan, dan
peraturan perundang-undangan vang beriaku,

Keempat sysrat perjanjian kerja (erscbut harus dipenuhi  agar
perjanjian kerja menjadi seh. Syarmt yang mencntukan  harus ada
kesepakatan kedua belah pihak dan kemampuan atau kecapakan
melakukan perbuatan hukum merupakan syarat subjektif. Apabila syarat
subjektif tidak dipenuhi maka mengakibatkan perjanjian kerja tersebut
dapet dibatalken. Pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Jika hakim
membatalkan peonjien kerja maka mengenai masa sebelum dibstalkan.
Dengan demikian petjanjian kerja tetap mempunyai kekuatan hukum
selama belum dibatalkan oleh hakim, Artinya peranjian keja tersebut
ada sampai waktu pembatalannya. Oleh sebab ftu segala akibal yang
ditimbulkan antara waktu mengadakannya sampai wakiy pembatalannya
menjadi sah, kecdali dalam Undang-Undang  menyebutkan beberapa
bagian skibat itu tidak sah, Setelah pembatalan maka pedjanjian kega itu
tidak ada dan bila mungkin diusahakan supaya akibat yang telah terjadi
semuanys atau sebaginnya hapus.

Adapun  syarat yang menyebutkan bahwa pekerjaan  yang
dipesjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesosilann,
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan  syarat
objektif. Tidak dipenuhinya syarat ini menpakibatkan perjanjian kera
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batal demi hukum. Perjanjian kerja batal demi hukum maksudnya akibat
suaty perjanjian kerja untuk sebagfan atay selurubhnya bagi hokum
diangusp tidak ada (dihapuskan) tanpa diperlukan suatu keputusan hakim
atau keputusan suatu badan yang berwenang. Jadi dari semuls peran)ian
kerja diangeap tidak pernah ada.

4. Macam perjanjian kerja

Apabila dilihat dari jangka waktu berlakunya perjanjian kerda terdiri
dlari dua macam yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja
wakiu tidak 1ereniu. Masing-masing bentuk akan menimbualkan akibat
hukum yang berbeda jika terjadi pemutusan hubungan kecja,

a. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Perjanjian kerja waktu tertentu morupakan perjanjian kegja yang
didasarkan stas jamgkas waktu atau selesainya sesuatu pekerjaan.
Perjanjian kerja ini berlakunya sesuai dengan wvang telah ditenmtukan
dalam perjanjian kerja. Bila jangka waktu berlakunya habis maka dengan
sendirinya perjanjian kerja berakhir sehingga terjadi pemutusan hubungan
kerja. Perjanjian keja waktu tertentu juga dapat berakhir denpan
selesainya  suatu pekerjaan. Terkait dengan pekeraan dimaksud
pedanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan
fertentu yang menurul jenis dan gifal atan kegiatan pekegaannya akan
selesai dalam jangka wakiu ferentu. Pekedaan yang dimaksod tersebu
adalal :
(1) Pekeraan yang sekali selesai ataun sementara sifatnya;
(2) Pckerjaan yang diperkirskan penyelessiannya dalam wakiu
vang tidak terlalo lama dan paling lama 3 tahun:
(1) Pekerjean yang auisiman; atsi
{4) Pekerjaan vang berhubungan dengan produk baru, kegiatan
baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau
penjajagan.

Perjanjian kerja waktu tertentu fidak dapal diadakan unfuk pekegasn
yang hersifal jetap yaite pekerfaan vang sifatnya torus meneruy tidak
lerputus-putus  Hdak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari soatu
proses dalam satu perusahaan atan pekerjaan yang bukan musiman,

Pekerjaan yanp bukan muosiman adalah  pekegaan yang  tidak
lerpantung cuaca atau kondisi tertentu, Apabila pekerjaan itu merupakan
peherjaan vang terus menerus, tidak terputus-putus, tidak dibatasi dan
merupakan bagian dari suam proses produksi, tefapi tergantung cuaca
atau pekerjaan ity dibutuhkan karena adanva suatu kondisi tertente maka
pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang tidak termasuk
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pekerjaan wiap schinggs dapat menjadi objek perjonjian kerje wakiu
tertentu.

Perjanjian Kegja waktu tertentu harus dibuat sccara  tertulis.
Pengaturan ini dimaksudkan untuk lebih menjamin atau menjaga hal-hal
yang tidak diinginkan terkail dengan berakhimya perjanjian, Disamping
harus dibuat secara tertulis perjanjian kerja waktu tertentu juga tidak
boleh mensyaratian adanya masa percobaan. Jika terjadi suatu perjanjian
kerja wakiu tententu mensyaratkan masa percobaan kerja maka masa
percobaan kerja yang disyamthan tersebul batal demi hukum,

Perjanjian kerja dibuat dengan menggunakan bahasa Indonesia serla
huruf Latin. Apabila pegjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa
Indonesia dan bahasa asing, jika di kemudian hari terdapai perbedaan
penafsiran antara keduanya maka yang berlaku adalah pefjanjian yang
dibuat dalam bahasa Indonesia,

Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat uniuk jangka
wakiy paling lama dua tahun, dan hanye boleh diperpanjang satu kali
untuk jangka waktu paling lama satu tahun, Pengusaha yang bermaksud
memperpanjang perjanjian kega waktu terientu tersebut paling lama (ujub
hari sebelum berakhimya perjenjian kerja  telah  memberitahukan
maksudnyva secara terulis kepada pekerjaburuh yang  bersangkutan
perjanjian kerjs wakiu tertentu juga dapat diperbarui. Pembaharuan
perjanjian kerja wakiu terientn hanya dapat disdakan setelah masa
tenggang 30 hari berakhimya peganjian  kerja  wakiy  terteniu,
Pembaharuan hanya boleh dilakukan satu kali dan untuk waktu paling
barma dua tahun. =

Apabila penanjian kerg wakiu ferento dibuat Odek sesuan dengen
ketentuan-ketentuan scbhagaimana diurstkan diatas maka perjanjian kerja
wakiu lerfentu tersebot demi hukum berubsh menjadi perjanjian kerja
wakty tidak tertentu.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 62 menentukan babwa
jika salah sat pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhimya
Jangks wiakiu vang ditetapkan dalam perjanjian kerja wakiu tertenty maka
pihak yang mengakhiri hubungan kege diwajibkan membayar ganti rugi
kepada pihak lainnys sebesar wpah pekerja/buruh sampai dengan batas
waktu berakhir jangka waktu perjanjian kerja

Dalam hal perjanjian kerja wakiu terientu didasarkan pada selesainya
suatu peherjaan, apabila pekerjaan selesai lebih cepat dari janghks wakiu
yang diprediksikan unmk menyelesaikan pekerjaan maka perjanjian kera
waktu tertento juga betakhir dengan sendirinya tanpa ada kewajiban ganti
rugl, Perjanjian kerjz wakiu fertentu yang sudah berakhir jangka wakiu
herlakunya tapi pekerjaan belum selesai maka dapat dilakukan
pembabaruan perjanjian kega waliu (erentu. Schagaimana dijelaskan,
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pembaharuan terscbut dapat dilakukan setelah melebihi masa tengpang
waktu 30 hari setelah berakbirnys perjanjian kerja wakiu lerdentu
(awal/semula). Namun wntuk pekerjaan musiman yaite pekerjaan-
pekedran yang bergantung pada cuacs, wakiw, volume pekerjnan tidak
dapat dilakukan pembuharuan perjanjian kerja wakiu tertentu,

b.  Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terientu

Perjanjian kega waktu tidak tertentu merupakan perjanjian kerja
antara pekerja / buruh dengan pengusaha untuk mengadakan huobungan
kerja yang sifainya tetap. Perjanjian kega ini dibuat untuk wakiu tidak
tertentu yaitu tidak dibatasi jangka wakiunya, Pada perjanjian kerja wakiu
tidak tertemtu bolch mensyaratkan masa percobaan. Masa percobaan ini
merupakan masa ataw waktu untuk menilai kinerja, kesungguhan, dan
keahlian seorang pekerja, Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.
13 Tahun 2003 Pasal 60 ayai (1) masa percobaan paling lama 3 bulan,
Syarat-svarat yang berlakv dan harvs dipenuhi pada masa percobaan
harus dicantumkan dalam perjanjisn kega. Apabila perjanjian kerja
dilaksanakan sccara lesan, maka syarat masa  percobaan  harus
diberitahukan kepada pekerja yang bersanghutan dan dicantumkan dalam
sural penpangkatan. Jika tidak dicantumkan dalam perjanjian kera
maspun surat pengangkatan  maka ketentuan masa percobazn kera
dianggap tidak sds. Dalsm mass percobaan, pengussha dilarang
membayar upah dibawah upah minimum yang berlaku.

Perjanjian kerja wakiu Udsk tertentu dapat dibuat secara tertulis
maupun lesan. Apabila dibust secara Lertulis harus dengan menggunakan
bahasa Indonesia dan huruf Latin. Jika dibuat dengan bahasa asing harus
dibuat juga dalam bahasa Indonesia dengan ketentuan, jika teradi
perbodaan penafsiran maka yang berlaku adalsh perjanjian kerja yang
dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian kerja yang dibuat secara lesan
hars dibuatkan surat pengangkatan. Baik perjanjian keria wakiu tidsk
tertentu maupun surat pengangkatan, keduvanya harus dibvat scsvai
denpgan ketentuan yang berlaku.

5. Berakhirnya perjanjizn kerja
Perjanjian kerja berakhir apabila :
a}  Pekera mennggal dunia.
Perjanjian ketja akan berakhir jika peketjs meninggal dunia,
namun perjanjian kerja tidak berakhir jika pengusaha meninggal
dunia. Perjanjian kerja juga tidak berakhir jika terjadi peralihan
hak  suatu  perusahaan  vang  disehabkan karena penjualan,
pewarisan atau hibah, Dalam hal terjadi pengaliban perusabaan
maka luk pekerjaburuh menjadi tangpung jawab pengusaha
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baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan vang
tidak mengurang) hak-hak pekerja‘buruh;

b} Derakhimya jangka waktu perjanjian kerja;

¢} Adanya putusan pengadilan danfatau pulusan atsu penetapan
lembaga penyelesaian perselisiban  hubungan industrial vang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau

d) Adanya keadann atau kejadisn tertentu yang dicantumkan dalam
pedjanjian kerja, peraturan perusahaan, alan perjanjian kerja
bersama yang dapal menysbabkan berakhimya hubungan kega.

B. Perjajian Kerja Bersama
1 Pengertian Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian kerja bersama adalsh perjanjian yang merupakan hasil
perundingan antara serikat pekerja’serikat buruh atan beberapa serikat
pekena/serikat burubh yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab
di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atsu beberapa pengusaha,
atau perkumpulan pengussha yang memuat syarat-syaral kerja, hak dan
kewnjiban kedua belah pihak.

Perjanjian kerja bersama dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah
Collective Labour Agreement, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan
Colleetive Arbeids Overemkomsi. Sebelum berlakunya Undang-Undang
Mo, 13 Tahun 2003 perjanjian kerja bersama: dikenal dengan istilah
peranjian perburuhan/kesepakatan kerja bersama. [stilah perjanjian kerja
bersama  dipunakan dalam Undang-Undang No. 13 Tshun 2003
mengingat substansi perjanjian kerja bersama memuat syarat-syarat kegja.
hak, dan kewsjiban kedua belah pihak yang dihasilken melalui
perundingan (perjanjian) dan isinva bersifat mengikat,

Dan  pengertian  perjanjian  kerja  bersama,  selintas  terlihat
perbedaannya dengan perjanjian kerja. Perjanjian kerja menvatakan
bahwa perjanjian itu mengenai kerja yaitu dengan adanya perjanjian kerja
timbul kewsjiban suatu pihak untuk bekerja dan pibak yang lain untuk
membayar upah. Sedangkan pads perjanjian kerja bersama tidak
menimbulkan hak atas dan kewnjiban untuk melakukan pekerjann, tetapi
memuatl syarat-syaral kerjn, hak. dan kewajiban kedua belak pihak.
Perjanjian kerja bersama diadakan untuk menetapkan hak dan kewaiiban
pengusahn dan pekerja/buruh sécara musyawarah antara kedua belah
pihak.

2. Syarat Pembuatan Ferjanjian Kerja Bersama

Pada suly perusahaan hanya dapat dibuat satu perjanjian  kerja
bersama yang berlaku bagi semua pekerja’burul di  perusahaan,
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Perjanjian kerja bersama dibuat oleh serkal pekerjalserikat buruh atau
beherapa serikat pekerja/serikat buroh vang telah tercatat pada instansi
vang benangpung jawsh di hidang ketenagakerjsan dengan pengusalia
atau beberapa pengussha dengan jalan musyawarah umiuk mufakal.
Pembuatan perjanjion kerga bersama harus dilandasi dengan itikad baik
dan kemauan bebas kedua belak pihak. Hal ini berarti harus ada kejujuran
dan keterbukann para pihak serta kesukarelaan vang arfinya tanpa sda
tekanan dari satu pthak terhadap pihak lain

Jika pada satu perusshasn banva ada salu serikal pekerja’ssrikal
buruh. maka serikat pekerja/scrikat burub terscbut berhak mewakili
pekerja/burub dalam perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama
dengan pengusaha apabila memiliki jumlah anggota lebih dari 50 % dan
jumlah seluruh pekerja/boroh di perusahasn yang bersangkutan. Namun
hila jumiah anggotanya tidak lebih dari 50 % dari jumlah selurih
pekerja/buruh di perusahaan, maka serikat  pekerja’serikat buruh dapat
mewakili pekerja'buruh dalam perundingan dengan pengusaha apabila
serikal pekerja‘serikat burub  yang bersangkutan telash mendapal
dukungan lebibh dari 50 % dan jumiah seluruh  pekergabunh di
perusahaan  melaloi  pemungutan  suara. | Pemungotan | suara
diselenggarakan oleh panitia yang terdirl dari wakil-wakil pekerja/buruh
dan pengurus serikat pekerjalserikat buruh yang disaksikan olch pibak
pejabat  yang  bertanggungjawab di  bidang  ketenagakerjaan dan
pengusahn,  Jika dukungan  dimaksud tidake tercapai maka  serikat
pekenadserikat buruh vang bersanpkutan dapal mengajukan kembali
permintean  uniuk memundingkan  perjanjian kerja bersama  dengan
pengusaha setelah melampui jangka wakin enam bulan terhitung sejak
dilakukannya pemungutan suars.

Jika pada satu  perusahasn  terdapat lebih  dan satw senkal
pekegalserikat buruh maka yang  berhak mewakili pekefa/buruh
melakukan  penmdingsn  dengan  penpusalba  adalah  yang  jumlah
keanggotaannya lebih dari 50 % dan selurub jumlah pekerja'borah di
perusahaan tersebut. Dalam hal keanggotaannya tidak terpenuhi, maka
serikat pekerja’serikat buruh dapar melakukan koalisi sehingga tercapai
Jumiah lebih dari 50 % dari seluruh jumlah pekerjafbureh di perusabanan
tersebut untuk mewskili dalam perundingan dengan pengusaha. Apabila
dengan koalisi jupa tidak terpenuhi, maka serikal pekerja/serikal huruh
membentuk tim  perunding vang keanpgotaanmya ditentukan sccara
proporsional  berdasarkan  jumlah  anppota masing-masing  serikat
iekerja/seriboat burnh.

Untuk membuaktikan keanggotaan serikat pekerja'serikat buruh maka
harus ada kartu tanda anggota scrikat pekerja/serikat buruh bagi setiap
pekenjabunih,
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Apabila suaiu perusahasn memiliki cabang, maka dibuat perjanjian
kerja bersama induk yvang berlaku di semua cabang dan pada masing-
masing cabang dapal dibual pedanjian kerja bersama turunan yang
berlako di masing-masing cabang perusahaan. Perjanjian kerja bersama
induk memuat ketentuan wang berlaku umum di seluruh cabang
perusahazn, sedangkan perjanjian kerja bersama turunan  memuat
pelakssnan perjanjian kepa bersama induk yang disesinikan dengan
kondisi cabang perusahaan masing-masing.

3. Tatacara Pembuatan Perjanjinn Kerja Bersama

Pada dasarmya perjanjian kerja bersama harus dibuat secara tertulis
dengan huruf latin dan  menggunakan bahasa Indonesiz. Jika perjanjian
kerja bersama vang dibuat tidak menggunakan bahasa Indonesia maka
perjanjian kerja bersama tersebut haros diterjemahkan dalam  bahiasa
Indonesia olch pencrjemah tersumpah, Dalam hal ini jika terjadi
perbedaan penafeiran maka yang berlaku adalah perjanjian kerjs bersama
yang menggunakan hahasa Indonesia

[Misamping iu ada beberapa hal vang harus diperhatikan dalam
pembuatan perjanjian kegje bersama. Untuk membuat perjanjian kerja
bersama, pengusaha dan serikat pekerja‘serikat buruh dapat melakukan
perundingan di kantor perusahasn, di kantor serikat pekerja/serikat buruh,
ataupun i tempat Inin sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
Biaya-biaya wyang (mbul dalam rangka perundingan pembuatan
perjanjian kerja bersama menjadi beban pengusahi, kecuali discpakati
Iain oleh kedua belah pihak. Perundingan pembuatan perjanjian kerja
bersama dipwall dengan menyepakati tata tertib perundingan vang
sekuring-Kurngnya memnoat |
Tujuan pembuatan tata tertib,
Susunan Lim perunding.
Materi perundingsn,
Tempat perundingan,
Tatacara perundingan.
Cara penvelesaian apabila terjadi kebunmwan perundingan.
Sahnya perundingan.
Binya perundingan.

Tim perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama dari pihak
pengusaha dan dari pihak seriker pekerjaiserikat buruh masing-masing
sembilan orang dengan kuasa penuh, Jika ada serikat pekerja’serikal
buruh yang tidak ferwakili dalam tim perunding maka serikat
pekerja/serikat  buruh  yang  bersangkutan dapat menyampaikan
aspirasinya secara lertulis pada tim  perunding sebelum  dimulai

G
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perundingan pembugstan perjanjian kerja bersama. Adapun perjanjian
kerja bersama itu sendiri sekurang-kurangnya hams memuat :

a. Mama, tempal kedudukan, serta alamat senikat pekerafserikat
Puruh.

b. Nama, tempat kedudukan, serda alamat perusahaan,

c. Nomor serta tanggal pencatatan serikat pekerjalserikal buruh
pacda instansi yang bertanggungjawab di bidang Ketenapakerjaan
Kabupaten/Kota.

d. Hak dan kewajiban pengusaha,

¢, Hak dan kewajiban serikat  pekega‘’serikat  buruh  seria
pekerja‘buruh.

£ Jadwal dan tanggal mulai berlakunya perjanjian kerja bersama,
dan

g. Tanda tangan para pihak pembuat perjanjian kerja bersama.

Dalam hal perundingan pembuatan peranjian kerja bersama tidak
selesal sesuai wakty yang disepakati dalam tata tertib sehagaimana yang
telnh disepakati maka, kedua belah pihak dapat menjadwal kembali
perundingan datam wakio paling lama 30 hari setelah perundingan papal.
Apabila belum selesal jugs maka pars pihak harus membual pernyataan
secara lerulis bahwa perundingan tidak dapat disclesaikan pada
waklunya vang memiat ;

Materi perjanjian kerja bersama yang belum dicapai kesepakatan;
Pendirian para pihak;

Risalah perundingan;

Tempar, tanggal dan tanda tangan para pihak.

BooT

Dalam hal perundingan pembuatan peganjian kerja bersama tidak
mencapal kesepakatan. maks salah satu pihak atau kedus belah pihak
melaporkan  kepada instansi  vang beranpgpungjawab di  bidang
ketenagakerjnan yaita @

a. Instansi yang bertanppungjawab di bidanp ketenapakerjaan di
Kabupaten/Kota  hila  lingkup  berlakunya perjanjian  kerja
hersama hanya mencapai satu Kabupaten/Kots;

b. Instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjzan di
Provinsi bila lingkup berlakunya pedanjian kerja bersama lebik
dari satu Kabupaten/Kota di satu Provinsi;

e. Dditien Pembinaan Hubungan Industdal  pads  Depanemen
Ketenagakerjaan  dam  Transmigrasi bila  lingkup  lakumya
perjanjian kerja bersama meliputi lebih dari satm Provinsi.
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Penyelesaian oleh instansi-instansi lersebut dilakukan sesnai dengan
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang distur
dalam Undang-Undang Np. 2 Tahun 2004. Jika penyelesaian pada
instansi-instansi sebagaimana discbutkan tadi difakukan melalui mediasi
dan para pihak atau salah satu pihak tidak menerima anjuran mediator
maka atas kesepakatan para pihak, mediator melaporkan kepada Menteri
untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian. Laporan dimeksud
memuat
Materi perjanjian kerja bersama yang belum disepakati.

Pendirian para pifiak.
Kesimpulan perundingan,
Pertimbangan dan saran penyelesaian,

=R =

Menteri dapal menunjuk pejabal untuk melakukan penyclesaian
pembuatan perjanjian kerja bersama. Dalam hal penyelesaian ini tidak
mencapai kesepakatan, maka salsh satu pihak dapat mengajukan gugatan
ke penyelessian perselisihan hubungan industrial di daemah hukum
pekerja/buruh berkerja. Apabila dacrah hukumnya melebihi satu daerah
hukum, dalam hal ini maka pugatan diajukan pada penyelcsaian
perselisinan  hubungan indusirial yang dacrah hukumnya mencakup
domisili perusahaan.

Dalam hal serikat pekerja/serikat buruh dan pengussha hendak
melakukan perubahsn perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku,
maka perubahan tersebut harus berdasarkan kesepakatan. Perubahan
perjanjian kerja bersama terscbut  merupakan bagian yang tifdak
terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku. Perjanjian
kerja bersama yang sudah disepakati didaftarkan kepada instansi yang
bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan oleh pengosaha. Pengajuan
pendaftaran perjanjian kerja bersama dengan melampirkan naskah
perjanjian kerja bersama yang dibuat rangkap tiga bermaterai cukup yang
telah ditandatangani olch pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh,
dan dilengkapi dengan keterangan yang memuat:

g. Mama dan alamat perusshasn;

Mama pimpinan perusahaan;

Wilayah operusi perusahaan;

Status permodalan perusahann;

Jenis atau bidang usaha;

Jumlah pekerjaburah menurat jenis kelamin,
Stutus hubungan kerja:

Upah tertinggi dan terendah;

Masma alamat serikat pekerju/serikot buruh;
Momor pencatatn serikat pekerjafserikat buruby;
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k. Jumlah senkatl pekerja‘serikat buruh:

I.  Masa berlakunya perjanjian kerja bersama ; dan

m. Pendaflaran perjaniian kerja bersama untuk yang keberapa
(dalam hal perpanjangan atay pembaruan),

Pendaftaran perjanjisn kerja bersama akan diteliti cleh pejabat yang
berwenang di bidang ketenagakerjaan dalam waktu paling lama tujuh hari
kerja sejak tanggal diterimanya permohonan, Penelitian vang dilakukan
meliputi ;

I. Kelengkapan formal sebapgaimana dimaksed dalam ayat (2);

2. Maleri naskah perjanjian kerja bersama yang bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan:

Untuk pendaftaran ini dimaksudkan sebapai alat monitoring dan
evaluasi pengaturan syarat-syaratl kerja vang dilaksanakan di perusahaan
serta schagai tujuan utama dalam hal terjadi perselisihan pelaksanaan
perjanjian kerja bersama,

Perjanjian kerja bersama vang telsh disepakati wajib dilaksanakan
oleh pengusaha,  serikat  pekega’senkal  buruh, dan  pekega'huruh
Pengusaha dan serikat pekerjafserikal buruh wajib memberitahukan isi
perjanjian kerja  bersama  atas  perubahannya kepada  seluruh
pekerjaburub. Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk paling lama
dua tahun dan dapat diperpanjang paling lama satu twhun dengan
kesepakatan terulis antara pengussha dengan serikal pekerja‘sarikar
buruh.

. Peraturan Perusahasn

Peraturan perusahasn adalah peraturan vang dibual secara tertulis
oleh pengusaha wyang memual syarat-syaral  kerja dan tain tertib
perusahaan, Perasturan perusahaan ini disasun oleh dan menjadi tanggung
Jawab pengusaha.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Pazal 108 ayat (1) dan avat {2} menentukan bahwa pengusaha yang
memperkerjakan pekerja/burub sekurang-kurangnya 100 (sepulub) orang
wijib membuat peraturan perosshasn vang mulai berlakn setelah
disahkan oleh menieri alau pejabat vang ditunjuk. Kewajiban membuat
peraluran perusahaan ini tidak berlaku bagi perusshasn vang telah
memiliki perjanjian kerja bersama.

1. Tata cara pembuatan peraturan pwernsahaan,

Feraturan perusahaan disusun dengan memperhatikan saran dan
pertimbangan dari wakil pekerja’buruh di perusahaan yang bersangkutan.
Jika di parusahaan yang bersangkulan sudah ada senikat pekerja/serikat
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buruh maka wakil pekerjaburuh dimaksud adalah pengurus serikat
pekerja/serikal buruh. Namun jika di perusahasn belum ada senkat
pekerja/scrikat buruh maka wakil pekerja/buruh dipilih secara demokratis
untuk mewakili kepentingan para pekerja’buruh di perusahaan yang
bersangkutan.

Isi dori persturan perusahsan adalah syarat-syarat kerja yang
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan dan  rincian
pelaksanaan kelentuan peraturan perundang-undangan. Bila peraturan
perusshsan akan mengatur kembali materi dari peraturan perundang-
undangan yang sudah ada maka ketentuan dalam persturan perusahaan
tersebut harus lebih baik dari ketentuan dalam persturan perundang-
undangan.

Berdasar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan Pasal 111 ayat (1), peraturan perusshaan
sekurang-kurangnya memuat !

Hak dan kowajiban pengusahs;

Hak dan kewajiban pekerja;

Svarat-syaral kerja;

Tata tertib perusahaan;

Jangka wakm berlakunya peusahaan.

Masa berlakunya peraturan perusshaan paling lama dua tahun
dan wajib diperhaharui setzlah habis masa berlakunya.

L

Feraturan perusahaan dibuat dan disusun oleh pengusaha dengan
memperhatikan saran dan pertimbangan dari wakil pekerja/buruh. Wakil
dari pekerjaburuh atau serikat pekerja‘serikal buruh sebagaimana
dimaksud dapat tidak memberikan saran dan pertimbangan terhadap
peraluran perusahazn yang diajukan oleh pengusaha.

Fengusaha harus memyampaikan naskah rancangan persturan
perusahaan kepada wakil pekeja/buruh atau serikat pekerja‘serikat buruh
untuk mendapatkan saran dan pertimbangan. Saran dan pertimbangan
dari wakil pekerja/buruh stau serikat pekerja/ serikat buruh terhadap
naskah rancangsn peraturan perusahaan hars sudah  diterima olch
pengusaha dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanpgal diterimanyn
nashall mncangan peraturun perusshasn olch wakil pekerjaburuh amu
serikat pekerja/serikat buruh,

Jika serikat pekerja/senkat buruh atan wakil pekerjaburuh telah
menyampaikan saran dan pertimbangan maka pengusaha memperhatikan
saran dan pertimbangan serikat pekerjaserikat buruh dan/atau wakil
pekerja/burah. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja wakil
serikat  pekerjaserikat  buruh dan/atay  wakil pekerja/buruh  tidak
metiberikan saran dan pertimbangan, maka pengusaha dapat mengajukan
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pengesahan disertai bukti bahwa pengusahs telah meminta saran dan
pertimbangan dan wakil pekeraburuh dan/atan serikat pekerja’serikal
buruh.

Masukan vang dissmpaikan olch senkat pekerjafserikat buruh
danfatay wakil pekerjaburuh bersifal saran dan pertimbangan, sehingga
pembuatan persturan perusahaan tersebot tidak dapat diperselisihkan.

Pada satu perusnhasn hanya dapat dibuat satu  persturan
perusahaan vang berlaku bagi scluruh pekerja/buruh di perusahasn yang
bersangkutan. Apabila perusahaan fersebut memiliki cabang maka dibuat
peraluran-peratiuran mduk yang berlahu di semus cabang perusahaan
serta dapat dibuat peraturan perusahaan turunasn yang berlaku di masing-
masing cabanpg perusahasan. Peraturan perusahaan  induk  memuat
ketentuan-ketentuan yang berlaku wmum di seluruh cabang perusahaan
dan persturan perusahaan turunan memual pelaksanaan  peraturan
perusashaan induk yang disesuaikan dengan kondisi cabang masing-
masing. Jika peraturan perusshaan induk telah beraki di perusahaan
namun dikehendaki adanya peraturan perusshaan twrunan di cabang
perusahaan maka selama peraturan turunan belum disahkan tetap berlaku
peraturan perusahaan induk.

Perusabhaan vang terdiri dari beberapa perusahaan dan tergabung
dalam satu grop perusshean dimana masing-masiog  perusahaan
merupakan badan hukum sendin-sendid, maks peratumn perusahaan
dibuat oleh masing-masing perusahaan.

Perlu untuk diperhatikan bahwa ketentuan datam  persturan
perusghaan tidak boleh berieniangan dengan  ketentuan peraturan
perudangan-undangan yang berlaku.

2. Pengesahan persturan perusabhaan,

Pengesahan persturan perusahasn dilakukan oleh Menteri ata
pejabat yang dilunjuk di bidang ketenagakerjaan Kabupaten/®ota untuk
perusabaan yang terdapat hanya dalam satu wilayah.

Pengusaha hams mengajukan permohonan pengesahan persturan
perasahzan kepada pejabat yang ditunjuk dengan melengkapi ©

a Permohonan terfulis yang moemar
(1)  mnama dan alamat peasahasn;
{2) nama plmpm.an perusubsan;
{3} wilayah operusi perusahaan;
(%) status perusahaan;
(%) jenizbidang perusahasn;
(6} jumlah pekerja/buruh menurut jenis kelamin;
(7)) stelus hubungan ketja;
{8) upah tctinggi dan terendak;



(%) nama dan alamal serikat pekerja/ serikat buruh (apabila sds ),
(10) nomor pencatatan serikat pekerja'serikat buruh (apabila ade= 1
(11} mnsa berlakunya peraturan perusahaan; dan
{12) pengesahan peraturan perusahaan yang ke berapa,

b.Maskah peraturan perusahaan dibust rangkap tiga vang telah
ditandatangani oleh pengusaha;

c.Bukti telah dimintakan saran dan pertimbangan  dari el
pekerjaburub jika diperusahaan belum ada serikat pelerinfse it
buruh dan‘ateu serikat pekerja'seribal buruh jika sudah ada.

Pejabal yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan
sebagaimana disebutkan di atas haros meneliti kelengkapan dokumen
dimaksud dan meneliti materi peraturan perusahaan yang diajukan vang
lidak boleh lebih rendah dari peraturan perundangan vang berlaki.
Pejabat wajib menpgesahkan pearfuran perusahasn dengan menerbitlan
surnt keputusan dalam waktu paling lama 30 [tlp,a pulub) hari sejak
tanggal ditcimanya p@ﬂnolmmn pengesahan.

Jika penpajuan pengesashan perasturan  perusshaan ridak
memenuhi kelengkapan dan/atan terdapat materi peramuran perusahaan
vang bericntangan dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku,
maka pejabat sebagatmana dimaksud mengembalikan secara tertulis
permohonan pengesahan peraturan perusahaan kepada pengusaha dalam
waktu tujub hari sejak diterimanya pengajuan permohonan pengesahan,
umtuk dilengkapi atau diperbaiki.

IPAPUSTANAN ONTVERSITAS SEMARMNG |
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BAB 111
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA

A. Norma Kerja

Perlindungan norma kerja diberikan kepada tenaga kerja schagai
penjagaan  ferhadap  difi mercka dalam bekerja yang layek  bagi
kemanusizan, Perlindungan ini merupakn wujud pengakuan hak-hak
pekerja/buruh  sebapai manusia  yang harus  diperlakukan  secara
manusiawi denpan pertimbangan keterbatasan kemampuan fgiknya.

Perlindungen ini scsungguhnya tidak hanya ditujukan kepada
pengusaha yang hendak memeras tenapa pekerjaburuh, etapi juga
ditujukan terhadap pekerja/burubh it sendin yang hendak memeras
tennganya tanpa memperhatikan kondisi fisik maupun rokhaninya.

Terkadang terlihat bahwa suate perlindungan merugikan salah
satu pihak namun pada datamya jusiro memberikean perlindungan bagi
kedua befah pihak. Hal ini bermakna bahwa perlindungan sesungguhnya
tidak hanya ditujukan terhadap pekerjaburub itu sendiri vang hendak
memeras  lenaganyn  lanpa  memperhatikan  kondisi  fisik maupun
rokhaninya, tetapi juga terhadap pengusaha.

1. Waktu Kerja
Wakin  kerga merupakan  waktn  dimana  pekerjaburuh wajib
melakukan pekerjaan scsuai dengan perjanjian kerja. UL MNomer 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 77 ayal {2) meneniukan
bahwa waki kerja adalah sabagai berikut <
a. unfuk enam hari kerja dalam satu mingpu, waktu kerjanya adalah
tujuh jam satu hari dan 411 jam sate minggu,
b. untuk lina bart kere dalan sate minggy, wakio kerjanys adalah
delapan jam satu hari dan 40 jam satu mingguw,

Pada ayst selanjutnya ditertukan bahvwa ketentuan waktu kerja tersebut
lidak berlaku uontuk sektor usaha st pekedjaan terentn. Misalnys
pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai, sopir angkuton jarak jauh,
penerbangan jarak jauh, pekerjaan di kapal (laut), atav penebangan hulan,

Jika pengusaha mempekedjokan pekerja/buruh melebihi ketentuan
sebagaimana tersebut di atas maka fegadi waktu kege lembur, Pada
prinsipnya mempekerjakan pekerjaburuh lebih dari wakiu kerja sedapat
mungkin harus dihindari sehingga pekeraburuh mempunyai wakiu vang
cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannyva, Namm dalam hal-
hal tertentu terdapat kebutuhan yang mendesak yang harus diselesaikan
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segera dan tidak dapet dihindan sehingga pekerjaduruh harus bekerje
inelebihi waktu kena vang telah ditentukan, atau terjadi kerja lembur.

Waktu kerja  lembur terscbut harus ada  persefujuan  dar
pekegaburuh. Wakiu kerja lembur berdasar UU Nomor 13 Tahun 2003
Pasal 78 ayat (1) huruf b ditentukan bahwa waktu kerja lembur hanys
dapat dilakukan paling banyak tiga jam dalam satu hari dan 14 jam dalam
satu minggu.

Berdasarkan  kelentuan  Kepmenakertrans  RI Mo KEFP
[02MEN/VIZ004 Pasal | angks |, pengertian waktu kerja lembur
adalah waktu kerja yung melebibi tajul jam satu bar dan 40 jam dalam
satu minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu, atau delapan jam
satu hari dan 40 jam dalam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu
minggy, ateu waktu kerja pada har istirshat mingguan dan atsu pada hari
libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Jika terjadi kerja lembur atay ada kelebihan wakin kerja dari
ketentuan waktu kerja biess maka kelebihan dan ketentuan tersebut wagib
diperhitungkan upah kera lembuor. Hal ini berarti bahwa pengusaha yang
memperkerjakan pekera/buruh uniuk kerja lembur wajib membayar upah
kerja lembur,

Disamping berkewajiban membayar upah Kerja lembur, pengusaha
Juga berkewajiban memberi kesempatan bagi pekerjatuuh uniuk istirahat
secukupnya serma memberikan makanan dan  minuman - sekuraog-
kurangnya 1,400 kalori apabila kerja lembur tersebut dilakukan sclama
tiga jam atau lebih. Pemberian makan dan minum ini dak boleh diganti

dengan uang,

1. Waktu Istirnhat

Pengusaha wajib memberikan waktu istimhat dan cuti kepads
pekegatburuh. Schagaimana distur dalam UL Nomor 13 Tahun 2003
Pasal 79 ayat (1), pemberian waktu isticahat dan eoti tersebul meliputi
istirahst antara jam kerja, istitahat mingguan, cuti tahunan, dan igtirahat
panjang,

Istimhat antora jam kerja wajib diberikan sekurang-kurangnya
setengah jam setelah pekerjaburuh bekera selama empal jam terus
mencrus. Wakiu stirshal sclama setengah jum tersebut tidak termasuk
dalam jam kerja secara keseluruhan.

Istirnhatl mingguan diberikan sou bac untuk pekegahunab yang
bekerja dengan enam han kega dalam satu minggo. Sedangkan jika
wiktu kerja dalam satu minggu lima hari kerja maka wakiu istirshatonya
adalah selama dua hari.

Cuti tahunan wajib diberikan sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
hari kerja setelah pekerja‘buruh yang bersanpgkutan bekerja selama |2

a2



(dua belas} bulan secara terus menerus, Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tidak memberikan ketentunn tentang waktu pengambilan cuti
tahunan tersebut, dalam artian bahwa apakah pengambilannya erbag
dalam bebempa termin atau tidak. Pelaksanaan waktu istirahat tahunan
ini selanjutnya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan
perjanjian kerja bersama.

Istirahat panjang diberikan sekurang-kurangnya dua bulan dan
dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing satu
bulan bapi pekegaburuh yang telah bekerjz selama enam tahun secara
terus menerus pada perusahasn yang sama. Hak istirahat panjang ini tidak
berlaku di semun perusahasn namun hanya berlaku untuk pekerdaburuh
vang bekerja pada perusahaan tertentu yang diatur dengan Keputusan
Menteri.

Pekerja/burub vang mengambil istirahat panjang tidak berhak lagi
alas istirahat tahonannya dalam dua tahun berjalan. [stirshat panjang
berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja enam tahun,

Selama menjalankan istirahat panjang, pekerjaburuh diberi vang
kompensasi hak istirshat tahunan tahun kedelapan sebesar setengah bulan
gaji. Bagi perusahaan yang telah memberlakukan istirahal panjang yang
lebih baik dari ketentuan tersebut, maka tidak boleh mengurangi dar
keteniuan yvang sudah ada.

Undang-undang Momor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakegaan
Pazal 85 ayat (1) memberikan ketentuan bahwa pekerja/buruh tidak wajil
bekerja pads har-had  libur  resmi. MNamun  pengusaha  dapal
memperkerjakan pekerjaburub untuk bekerja pada hari-har libur resmi
apabila jenis dan sifat pekerjaan tersebul harus dilaksanakan atau
dijalankan secara terus menerus atau pada keadaan lain berdasarkan
kescpakatan antara  pekerja'burub  dengan  pengussha.  Hal  ini
dimaksudkan untuk melayani kepentingan dan kescjahteraan umum, Di
samping itu juga unluk pekerjaan yang karena sifat dan  jenis
pekerjannmya fidak memungkinkan pekerjaan it dibentikan. Jenis dan
sifat pekerjaan vang dijalankan secara terus menerus adalah sebapai
berikut ;

Pekerjaan di bidang pelayanan jasa keschatan;

Pekerjann di hidang pelayanan jasa transportasi;

Pekerjaan di bidang jasa perbaikan alat transporiasi;

Pekerjaan di bidang usaba pariwisata;

Pekerjaan di bidang jasa pos dan telekomunikasi;

Pekeraan di bidang penyediaan tenags listrik, jaringan
pelayanan air bersih {(PAM), dan penyediaan bahan bakar
minyak dan gas bumni;
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g. Pekerjaan di hidang usaha swalsyvan, pusat perbelanjaan, dan
sejenisnva:

Pekerjann Ui bidang media massa;

Pekerjaan di bidang pengamanan,

Pekerjaan di lembnpa konservasi; dan

Pekerjann-pekerjsan vang apabila dihentikan akan mengeanggu
proses  produksi, merusak  bahan, dan  termasuk
pemeliharaan/perbaikan alal produksi.

| il —
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lika terjadi pengusaha mempekerjokan pekegjaburch untuk melakukan
pokerjean pada hari libur resmi berarti pekerjaburuh telah melakukan
kerja lembur, schingpga pengusaba berkewajiban untuk membayar upah
kerja lembur,

J. Tenaga Kerja Penyandang Creat

UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 67 ayat (1) menentukan bahwa
pengusaha yang memperkegjakan tenags kera penyandang cacat wajib
memberikan  perlindungan  sesuai  dengan  jeniz  kecacatannya.
Perlindungan ini dalam bentuk penyedizan aksesibilitns, pemberian alnt
kerja, dan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat
kecacatannya.

Pengusaha wajib memberikan kesamaan kesempatan i budang
ketenagakerjaan bagi penyandang cacal yang memenuhi persyaratan
Jabatan dan kualifikasi pekerjaan untuk memperoleh pekerjaan sesuai
dengan  jenis  dan  dersjst  kecacatannya. Disamping  kewajiban
memberikan kesamaan kesempatan, pengusaha juga wajib memberikan
perlakuan yang sama bagl lenaga ke penyandang cacat.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan berkaitan dengan jabatan
dan kuaifikasi pekerjaon adalah :

Jenis dan derajat kecacatan;
pendidikan;

ketrampilan dan’ atau keahlian;
keschatan;

formasi yang tersedia;

Jjenis dan bidang usaha.
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4. Pekerjs Anal

Pengusaha dilarang moempekerjakan anak. Pengaturan terschut
socard tepas tersurat dalam UL Nomwor 13 Tahun 2003 Pasal 68, Terlihal
disini bahwa pada prinsipnys anak dilerang vatuk bekerja. Namun dapat
dikecvalikan dari ketentuan terscbut bagi anak yang berumur antam 13
(tiga belas) 1shun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan
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pekerjaan ringan sepanjang lidak menppangpu perkembangan dan
kesehatan fizik. mental, dan sosial,

Pengusaha vang mempekerjakan anak pads pekerjasn nngan
sehapaimana dimaksud tadi harus memenuhi persyaratan sebagai berikul

lzin tertulis dari orang tun atan wali;

Perjanjian kerja dibuat antara pengusaha dengan orang tua atau
wali;

Waktu kerja maksimum 3 (tgs) jam;

Dilakokan pada siang hari dan tidak mengganggu wakio sekofah;
Eesclamutan dan keschatan kerja,

Adanya hubungan kerja yang jelas; dan

Menerima upsh sesuai denpan ketentuan yvang berlaku.

=B
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Ketentuan persvaratan pada hurof abf, dan g dikecoalikan bagi annk
vang bekerja pada usaha keluarganya.

Anak yang berusiz paling sedikit 14 tahun dapat melakukan
pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dan kurikolum
pendidikan atau petatihan yang disabhkan oleh pejabal yanp berwenang
Pekerjaan sebagaimana dimaksod dapat dilakukan dengan syarat ¢

4. Diberikan pemunjuk yang jelas twontang cara pelaksanaan
pekerjsan serln bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan
pekenaan: dan

b, Thiben perlindungan kesclamatan dan kesehatan kera.

Anak juga dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan
bakat dan minatnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi anak agar
pengembangan bakat dan minat anak yang pada umumnya muncul pada
usia ini tidak terhambat_

Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud di
atas wajib memenubi syaral ;

8. [ bawah pengawasan langsung dari orang tua atan wali;

b. Waktu kerja paling lama 3 {tiga) jam sehari; dan

. Kondisi dan lingkungan kerga tidak mengeangpu perkembangun
fisik, mental, sosial, dan waktu sckolsh,

Apabila anak dipekerjakan hersama-sama dengan pekerja’burub
dewasa, maka tempat kerja anak hanms dipisshkan der fempat kerga
pekerjafburuh dewsss, Dissmping ity sinpapun dilarung memperkerjakan
dan melibatkan anak pada pekerjran-pekerjaan yang terburuk. Pekerjaan-
pekerjaan vang terburuk yang dimaksud tersebut meliputi ©
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a Segala pekerjuan datam bentuk perbudakan alau sejenismya;

bh. Segals pekerjaan vang memanfaatkan, menyediakan, atao
menawarkon  anak  untuk  pelacuran, produksi  pomografi,
pertunjukan porno, atau perjudian;

e. Segala pekerjean  yang memanfastkan, menyediakan, otau
melibatkan anak uwntuk produksi dan perdagangan minuman
keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiknif lainnya; dan/atau

d. Scmua pekerjaan yang membahayakan keschatan, keselamatan,
atau moral anak,

Pada dassrnya Pemerintah berkewajiban  melakukan upaya
penanggulanpgan  anak  yang  bekeda di luar  hubungan  Keda.
Penanggulangan anak yang bekera di luar hubungan kerja dimaksudkan
untuk menghapuskan atey mengurangi anak veng bekega di luar
hubungen  ketja. Upaye ilerscbut harus dilakuksn sccars terencena,
terpadu, dan terkoordinasi dengan instansi terkait. Anak yvang bekera di
lnar hubungan kerja misalnya anak yang hekerja sebagai penvemir sepatu
atau anak vang bekerja sebagai penjual koran.

5. Pekerja/burub perempnan,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeraan
Pasal 76 ayat (1) mengatur bahwa pekerja’burub perempuan yang
berumur kurang dari IR (delapan belas) tahun dilarang dipekerjakan
antars pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Jadi pengusaha dilarang
memperkerakan pehera’buruh perempuan pada wakiu-wakiu tersebut.
fika pekerjaburuh perempuan dipeketjakan atara pukul 23.00 sampai
dengan pukul 07.00 maka vang bertanggungjawab atas pelanggaran
tersebut adalah pengusaha. Pengusaha jugs dilarang mempekerjakan
pekerja'burnh  perempuan  hamil  yang menurul  keterangan  dokoter
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya
apabila bekera antera pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara
pukcul 23.00 sampai dengan pukul 07.00 wajib :

a. memberikan makanan dan minuman bergizi;

d. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja.

Disamping itu pengusaha wajib menyediakan angkutan anlar
Jemput bagi pekerja/burub perempuan yang berangkat dan pulang bekerja
antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 05_00,

Berkaitan dengan kodrat perempuan, pekerja‘buruh  perempuan
yung dalam maza hinid merasakan sakit dan hal ini diberitahukan kepada
pengusaha, maka ia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan hari kedua
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pada masa haid, Para pekerja/buruh perempuan jugs berhak memperoleh
istirahat selama satu setengah bulan sebelum saainya ia melahirkan anak
dan samw setengah bulan setelah melahirkan anak menurst perhifungan
dokter kandungan atau bidan. Lamanya istirahal ini dapat diperpanjang
berdasarkan sumil keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum
maupun sesudah melahirkan. Adapun pekerja/burul perempuan yang
mengalami keguguran  kandungan berhak memperoleh istirahat satu
setengah bulan setelsh gugur kandungan atau sesuai dengan sural
keterangan dokter kandungan atau hidan.

Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus
diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal tersebum
dilakukan sclama waktu kerja. Maksud dari kescmpatan scpatutnya
adalah lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan
untuk menyuosui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang
sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam
peraluran perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

6. Waktu lbadah

Berdasarkan ketestuan Pasal 80 U Nomor 13 Tahuon 2003,
pengusaha berkewajiban memberikan kesempatan yang  secukupniya
kepada pekerja’buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan olch
agamanya. Yang dimaksud kesempatan  sccukupnya ini adalal
menyediakan tempat untuk melaksanakan ibadah yang memunghkinkan
pekerjahuruh dapal melaksanakan ibadahnya secara baik sesuai dengan
kondisi dan kemampuan perasahaan.

B. Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Setiap pekega’buruh  mempunyai  hak untuk  memperoleh
perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerje, moral dan kesusilaan,
serta perlakuan yang sesual denpan harkat dan manshst manusia dan
nilai-nilai agama. Untuk melindungi keselamatan pekega/burah guna
mewujudkan produktivitas kerja yang optimal disclenggarakan upava
kesslamatan dan kesehiatan kerja. Upaya tersebut dimaksudkan untuk
memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat keschatan
para pekerja'buruh dengan cara pencepahan kecelakasn dan penyvakit
akibat ketja, pengendalian bahaya di tempat kerja; promosi keschatan,
pengobatan dan rehabilitasi

Kesclamatan kerja adalah keselamatan yang bertalisn dengan
mesin, pesawat, alat kerja, hahan dan proses pengolshantiya, landasan
kerja dan lingkungannyas scrta cora-cara melakukan pekerjsan. Pada
dasarnya kesclamatan kerja bentujuan antuk :
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. Melindungi pekerja/buruh atas hak keselamatannya  dalam
melakukan  pekerjaan  untuk meningkatkan  produksi  dan
produktivitas nasional;

2. Menjamin keselamatan selisp orang lain vang berada di tempat
kerja;

3. Memelihara sumber produksi dan dapat dipergunakan secars
aman dan efisien.

Terkait dengan hal tersebut perusahaan wajib  mencrapkan  sistem
manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan
sistemn manajemen perusahaan. Manajemen keselamatan dan kesehatan
kefja  adalah  bagian dari  sistem manajemen perusahasn  secarn
keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan,
tanggung jawsb, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi
pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan
kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian
risike yang berkaitan dengan kegiatan keria guna terciptanya tempat kerja
yang aman, chisien, dan produkiif,

C. Upah

Fengertion upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima «an
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusahs atau
pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu peganjian kerja, kescpakatan, atag peraturan perundang-
undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja’buruh dan keluarganya atas
suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

Sctiap pekerjaburuh  berhak memperoleh  penghasilan  yang
memenuhi pengidupan yang layak bagi kemanusiaan, Penghasilan vang
memenuhi penghidupan yang layuk adalah jumlsh penerimaan atau
pendapatan  pekega'buruh dari hasil peketjannnyn sehingga mampu
memenuhi kebutuban hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar
yang meliputi makanan, minuman, sandang, perumshan, pendidikan,
keschatan, rekreasi, dan jaminan hari ta,

Upah terdiri atas beberapa komponen, yaitu upsh pokok, tunjangan
letap, dan tunjangan tidak ictap.

Upah pokok merupaksn imbalan  dasar yang dibayadan kepada
pekerjawburuh menurut tingkat  atau jenis pekerjaan yang besarnya
ditetapkan berdasarkan perjanjian:

Tunjangam tetap merupakan suaty pembayaran kepads pekeriaburuh
yang dilakukan secara teratur berkaitan dengan pekerjaan yang diberkan
secara fetap untuk pekenaburuh dan tidak dikaikan dengan kehadiran
pekenja’buruh atan pencapaisn prestasi kerja tertentu, vang dibayarkan
bersamaan dengan upah pokok.
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Tunjangan  figak letagp merupakan suatn pembayaran yang secara
lanpsung maupun tidak langsung berkailan dengan pekerjaburuh dan
diberikan secara lidak tetsp bagi pekerjpburuh serta dibavarkan tidak
bersamaan dengan pembayaran upah pukok.

Dalam hal komponen upah terdiri dan upah pokok dan tunjangan tetap
maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % (tujuh pulub lima
perseratus) dari jumiah upah pokok dan tunjangan tetap. ( UL No. 13
Tahun 2003 Pasal 94}

Yang tidak termasuk komponen upsh antir Lain @

a. Fasilitos, kenikmatan dalam bentule nyata/maturs karens hal-hal
khusus atsu untuk meningkatkan kescjahteraan pekegia‘bunih,
seperti fasilitas kendaraan antar jemput, pemberian makanan
secarn  cuma-curna, sarana  ibadah, tempat penitipan bayi,
koperasi, kantin, sarana olah raga, dan sejenisnya;

b. Bomws; pembayvaran yang diterima pekerja’buruh dari  hasil
keuntungan perusahasn amu karena pekerjaburuh berprestusi
melehihi targer produksi yang normal atan karena peninghatan
produktivits,

e. Tunjamgan Hari Rayve (THR} dan pembagion  hewmivngorn
Iainnya.

Bentuk wpah dapal berupa uang maupun tidak dalm bentuk uang.
Pemberign opah yang tidak dalam bentuk wang dibenarkan asal tidak
melebihi 25 % dari upah yang seharusnya diterima.

Pemerintah menentukan kebijakan pengupshan  dalam  rangka
memberikan perlindungan  bagi pekerjaburuh.  Kebijakan  tersebi
digntarsnys  adalah  penctapan  upah minimum  yang  ditemtukan
berdasarkan  kebwtuhan  hidup layak dan  dengan  memperhatikan
produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, Upah minimum adalah upah
bulanan torendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.,
Upah minimum ini diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak,
Pencapaian kebutuhan hidup layak pedu dilakukan secara bertahap
karena kebutuhan hidup layak tersebut merupakan peningkatsn dar
kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat
kemampuan dunia usaha.

Penetapan upah minimum dilakukan olch Gubemur dengan
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan alau
Bupati/Walikota. Penetapan dilakukan dengan mempertimbanghkan ;

8. kebotuhan hidup minimom (KHM);

. indeks harga konsumen (THE);
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c.  kemampuan, perkembangan, dan kelangsungan perusahaan;

d. upah pada umumnya yang berlaku di daerah tertentu dan antar

daerak;

e kondisi pasar kega;

. tingkat perkembangan perckonomian dan pendapatan  per

kapita,

Dengan  ditetapkannya  upah minimum maka pengusaha dilarang
membayar lebih rendah dar ketentuan upah minimum. Namun berdasar
ketentuan Pasal 90 ayat (2) UL Nomor 13 tahun 2003, bagi pengusaha
yang ftidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan
penangguhan. Penangguhan pelaksanaan upsh minimum bagi perusahaan
yang tidak mampu ini dimaksudkan untuk membebaskan perusabasn
yang bersangkutan melaksanakan upsh minimum yang berlaku pada
kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir make
perusahiasn yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang
berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membauat pemenuhan ketentuan
upsh minimum yang berlaku pada wakiu diberikan penangguhan.

Pada prinsipnya upah tidak dibayar jika pekerjaburul tidak
melakukan pekerjaan, Ketentuan UL Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 93
ayat (1) ini merupakan asas yang pads dasarmya berlaku untuk semua
pekerja/buruh, kecuali apabila pekerjaburub yang bersanghkutan tidak
dapat melokukan pekerjaan bukan karena kesalshannya. Berdasar
ketentuan  fersebut  pengusaha  wajib membayar  upsh  kepada
pekefa’buruh apabila ; :

a. Pekerjn/buruh sakit sehinggs tidak dapat melabukan pekerjnan;
Pekerja/buruh yang sakit ini ialsh sakit menuru keterangan
dokier.

b. Pekerja'buruh perempuan yang sakit pada hari pertama  dan
kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjmn:

¢ Pekerjuburuh  tidak masuk bekerja karcna  pekerja/burub
menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptizkan anaknya,
isteri melzhirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri
atau anak atau menantu atay orang tua alau mertug atau anggola
keluarga dalam satu mimah meninggal dunia;

d.Pekefja'buruh  tidak dapat melakukan pekeraannys  karcna
sedang menjalankan kewajiban kepada Negsra;

Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban terhadap MNegara
adalah melaksanakan kewajiban Negaru yang telah diatur dengan
peraturan  perundang-undangan. Pembayaran upah  hepada
pekerjaburuh yang  menjalankan kewajiban terhadsp Negara
dilaksanakan apabila ;

- Megaru tidak melakukan pembavaran; atau
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- Megara membayar kurang darn upah vanp biase diterima
pekenathuruh,  dalam  hel ini o maka  pengusaha wajib
membayar kekurangannya.

e.Pekerjaburuh  tidak dapat melakukan pekerjaannya  karena
menjalankan ibadah vang diperintabkan agamanya;

Menjalankan kewajiban ibadah menurut apamanya adalah

melaksanakan kewsajiban ibadah menurut agamanya yang telah

diatur dengan peraturan perundang-undangan.

f. Pekerja‘buruh  bersedia melakukan pekerjaan yang felah
dijanjikan tetapi pengusaha tidak mempekerakannya, baik
karena kesalahan sendiri maupun halangan yang sehamusnva
dapat dihindari penpusaha;

£.Pekerjaburuh melaksanakan hak istirahat,

h. Pekerja/buruh melaksanakan tugas serikat pekerja‘serikat buruh
alas persetujuan pengusaha; dan

i. Peckerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dar perusahaan.

Lipah vang diberikan bagi pekerja/bumih yang sakit ditentukan
sehagai berikut

a, untuk empat bulan pertama, dibayar 100 %0 dari upah;

b. untuk empat bulan kedua, dibayar 75 % dan upah;

¢ untuk empat bulan ketiga, dibayar 50 %5 dan upah;

d.  untuk bulan selanjutnya dibayar 25 % dari upah.
Upah yang dibayarkan kepada pekerja/buruh yang tidak masuk bekerja
karena menikah, menikalkan, mengkhitankan, membapliskan anaknya,
isteni melahirkan atau keguevran kandungan, seami atau isteri atau anak
atau menantu atau orang tua atan mertsa atan angpota keluarga dalam
satu rumah meninggal dunis adalah sebagai berikut :
pekeraburuh menikah, dibayar untuk sclama tiga hari;
menikahkan anaknya, dibayar untuk selama dua hari;
mengkhitankan anaknya. dibayar untuk selama dua har;
membaptiskan anaknya, dibayasr untok selama dua har;
isteri melashirkan atay keguguran kandungan, dibayar untuk
sefaria dua hart;
anggota keluargs dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar
untuk selama satu hari,

b L~ B

i

Terkail dengan masalah upah, apabila pekerjuburuh bekerja pada
wakiu kerja lembur maka pengusaha wajib membayar upah keda lembur,
Hanya saja bagi pekerjaburuh yang lcrmasuk dalam golongsn tertentu
tidak berhak atas wpah kerja lembur dengan ketentuwan mendapat upah
vang lebih tinggl. Yong termasuk dalam golomgun jubatan terento adalah
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mercka yang memiliki tanggung jawab sebagai pemikir, perencasa,
pelaksana, dan pengendali jalannys perusahaan yang waktu kerjanys
lidak dapat dibatasi menurut waktu kerja yang ditctapkan perusahan
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuy,

Perhitungan upsh kerga lembur didasarkan pads upah baku. Cara
menghitung upah lembur satu jam adalab 1/173 kali upah sebulan, Jika
upah pekerjaburuh dibayar secara harfan, maka perhitungan besarnya
upah sebulan adalah upah schari dikalikan 25 bagi pekerja'buruh yang
bekerja enam hari kerja dalam saty minggy atsu dikalikan 21 bagi
pekena‘buruh yang bekerja selama lima hari kerja dalam satu minggu.

Apabila upah pekerja/buruh dibayarkan berdasarkan satuan hasil,
maka upah sebulan adalsh upah rata-rata 12 bulan terakhir. Sedangkan
jika pekerja/buruh bekerja kurang dari 12 bulan maka upah sebulan
dihitung berdasarkan wpah rata-rats selama bekerja dengan ketentusn
tidak boleh lebib rendah dari upah minimum setempat,

Dalam hal upah terdiri dari wpah pokok dan tunjangan tetap maka
dasar perhitungan upah lembur adalah 100 % dari upah. Jika upah terdiri
dari upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap, apabila upah
pokok ditambah tunjangan tetap lebih kecil dari 75 % keseluruhan upah,
iméka dasar perhitungan upah lembur 75 9% dari keseluruhan upah.

Berdasar ketentun Pasal |1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja
Momar  KEP. [0ZMEN/VI2004 cara perhilungan upah jembur adalah
saehagai beriku :

a.  Apabila lembur dilakukan pada hari kergs :

(1} untuk jam kerja lembur pertama harus dibayar upah -:e’cssm.r
1.5 kali upah sejam;

{2) sk setiap jam kerja lembur berikut harus dibayar upah
sebesar dua kali upah sejam.

b. Apabila kerja lembur dilakukan pada hari istirahat mingguan

dan‘atau hari libur resmi untuk waktu kerja enam hari kerja 40

Jam dalam saty mingen, maka perhitungannys :

(1) pntuk tujuh jam pertama dibavar dua kali upah sejam, dan
Jum ke delapan dibayar tiga kali upah sejam, dan jam ke
sembilan dank ¢ sepuluh dibayar empat kali upsh sejam.

{2) Apabila han libur resmi jatuh pada hari kerja terpendek
perhitungan upah lembur pada lima jam pertama dibayar
dua kali upah sejam, jam ke enam dibayar tipa kali upah
sejam, jam ke tujuh dan ke delapsn dibayar empat kali
upnth segarm.

¢.  Apabila kerja lembur dilskukan pada hari istirshat mingguan

dan/atan hari libur resmi untuk waktu kerja lima hari kerja dian

A0 jam seminggu, maka perhitungan upah kerja lembur untuk
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delapan jam pertama dibayar dua kall upah sejam, jam ke
sembilan dibavar tige kali upah sejam, dan jam ke sepuluh
dibayar empat kali upah sejam.

Bagi perusahaan yang telah melaksanakan dasar perhitungan upah lembur
yang nilain_\-'n lebih haik dam kgpuiusan mentert ini, maka pclhjmnga.u
upah tersebut tetap berlaku.

). Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Jaminan sosial tenaga kerja dimaksudkan unluk memberikan
perlindungun bagl tenzga kerja erhadap resiko-resiko social-ckonomi
vang menimpa dirnys dalam melakukan pekerjann. Jaminan social
tenaga kerja ini merupakan suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam
bentuk santuna berupa uang sehapai penggant sebapian dar penghasilan
yang hilang atau berkurang den pelayanan sebagi akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecclakaan kerja, sakit,
hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia,

Ruang lingkup jaminan sosial tenapa kerja meliputi jaminan
kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan har tua, dan jaminan
pemeliharan kesehatan.

1. Jaminan Kecelakaan kerja
Kecelakaan kerja adalsh kecelaknsn yang terjadi berhubung
dengan hubungan kerja, lermasuk penyakil vang timbul karena hubungan
kerja, demikian puls kecelakaan yang terjadi dalam pedgalanan berangkal
dari rumah menuju tempat kerja, dan pulang kembali ke rumah melalui
jalan biasa dan wajar dilalui,
Jaminan kecclakaan kerja yang diberikan meliputi ;
biaya penpanpkutan;
biava pemeriksaan, pengobatan, danfatau perswatan:
hiaya rehabilitasi,
suntunan berups wang vang meliput ;
(1) santunan sementara tidak mampu bekerja;
(2) santunan cacat sebagaion untuk selama-tamanya;
(3) santunan cacat total untuk celama-lamanya  baik  fisik
maupun mental;
{4) santuman kematian.
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2, Jaminan kematian

Jaminan kematian diberikan kepada keluarga pekenjaburuh yang
meninggal dunia bokan akibat dar kecelakaan kerja. Jaminan kematian
tersehut melipui ;
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a, biaya pemakaman;
b, santuman bel'urlll Uang,
Adapun urutan penerima yang divtamakan dalam pembayaran santunan
kematian dan jaminan kematian adalah :
Janda atay dudsa;
anak;
DraEng ta;
cugy,
kakek dan nenek;
saudara kandung;
miertug,
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. Jaminan bari tua
Jaminan hari fwa ini memberikan kepastian penerimaan

penghasilan bagl temaga keda vang dibayarken sckaligus dan atau
berkala. Jaminan hari {ua diberikan kepada tenaga kerja karena :

A lelah mencapai usia 55 (lima pulub lima) tahun, atau

b. cacat total tetap setelah ditetaphan dokter,
Jika tenaga kega meninggal dunia maka jaminan hari tua dibavarkan
kepada janda atau duda ataw anak yatim piatu.

4. Jaminan pemeliharaan keschatan

Jaminan  pemeliharaan  kesehatan  dimeksudkan  ontuk
meningkatkan produkiivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan
tugas sebaik-baiknyn dan merupakan upaya keschatan di bidang
penyembuhan, Jaminan ini diberikan kepada tenaga kerja yang
bersangkutan, suami atan istri, dan anak.
daminan pemeliharaan kesehatan meliputi ;
rawat jalan tngkat pertama;
rawat jalan tdngkat lan|utan;
rawal inap;
pemeriksaan kehamilan dan pertolongan persalinan;
penunang diagmostic;
pelavanan khusus;
pelayanan gawar darrat,
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BAB IV
PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

A. Pengertian

Hubungan indusmrial adalah swatu  sistem  hubungan  yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/stay jasa
yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerniah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Bepublik Indonesia. Para pelaky vang terlibat dalam hubungan industrial
masing-masing memiliki peran sendiri-sendini, Pemerfnfah mempunyai
fungsi menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, melaksanskan
pengawasan, dan melakukan penindakan terhadap pelanggaran peraturan
perundang-undangan ketenagakerjaan,

Pekerjaburuh dan serikat pekerja‘verikat” buruh mempunysi
fungsi menjalankan pekerjsan sesuai dengan kewajibannya, menjaga
ketertiban demi kelangsungan produksi, menyvalurkan aspirasi secara
demokratis. mengembangkan keterampilan dan keahliannya, serta ikut
memajukan perusahsan dan memperjuangkan kesejnhteraan anggota
besertn kelunrganya, Sedangkan pemgusaha daw organisasi perigusaha
mempunyai  fungsi menciptakan kemitrsan, mengembangkan usaha,
memperluas  lapangan  kerja.  dan  memberikan  kesgjahteraan
pekerjahuruh secara terbuka, demokratis, dan berkeadilan.

Hubungan  indostrial  dilaksanskan melalui sarana  serikal
pekerja‘scrikat buruh, organisasi pengusahs, lembagn kerja sama bipartit,
lembagn kerjs sama tripartit, peraturan perusahaan, perjanjian kerja
bersama, peraturan perundang-undanpan ketenzpakerjaa, dan lembags
penyelesaian persclisihan hubungan industrial,

Hubumgan industrial merupakan ketechailon kepentingan antara
pekerjatburuh  dengan  penpusaha  vang  berpotensi menimbulkan
perbedaan pendapat, bahkan perselisihan antsrs kedua belah pihak.

Sebagaimana ditentukan datam UL Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Penvelesaian  Perselisthan  Hobungan Indusirial Pasal 1 angka 1,
perselisihan  hubungan industrial adslab  perbedaan pendapal  yang
mengakibatkan perientangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha
dengan pekeraburuh atan serikal pekerja‘serikat burub karena adamya
perselisihan  mengenat  hak, perselisihban  kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat peherja/serikat
burih hanys dalam satu perusahaan,

Jika terjadi  perselisihan  hubungan  industrial maka  wajib
dilaksanzkan penvelesaian oleh pengusaha dan pelerja/buruh atau serikat
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pekega/serikal buruh secara musyawarah uniuk mufakst. Apabiia
musyawarah untuk tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja/buruh
atau serikat pekenalserikat buruh menyclesaikan perselisihan tersebut
melalui  prosedur penyelessian  perselisihan  hubungan  industrial
sebagaimana diatur dalam UL Nomor 2 Tahun 2004,
Secara umum perselisihan hubungan industrial dapat terjadi karena :
a. Adanya perbedaan pendapat tentang pelaksanaan perjanjian
kerja/perjanjian kerja bersama;
b. Adanya perbedaan pendapat ientang penafsiran  ketentuan
peraturan perundang-undangan dan atau perjanjian;
€. Salah satu pihak tidsk melaksanakan kewajibannya sebagaimana
mestinya;
d. Adanya keinginan saleh satu pihak mengajukan perubahan
terhadap ketentuan vang ada,

B. Jenis Persclisihan Hubungan Indusirial

Berdasar ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indnstrial (PPHI) dan
Pasal | angka 22 Undang-Undang Momor 13 Tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, perselisthan hubungan industrial terdiri dari 4 (cmpat)
Jenis, waity perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan
pemutusan hubungan kera, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikal
buruh dalam sam perusahaan.

Persclisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak
terpenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja,
peraturan perusahasn, atau perjanjisn kerja bersama, Perselisihan ini
merupakan perselisihan mengenai hak normatif yang sudah ditetapkan
dalam perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama. persturan perusahaan,
atau peraturan perundang-undangan,

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan vang timbul dalam
hubungan kerja karena tidsk adanya kesesusian pendapat mengenai
pembuatan. dan‘atau perubshan svarat-syarat kerja vang ditetapkan dalam
perjanjian keda, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Perselisihan pemutusan hubungan kerju adalah perselisihan yang
timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran
hubungan kefja yang dilakukan oleh salah satu pihak,

Persclisihan  antar  serikat  pekerjafuerikat  buruh  adalah
perselisihan  antara  serikal pekerja‘serikat  buruh  dengan  serikat
pekerja‘serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karema tidak
adanya persesuaian paham mengenai keanggotann, pelaksanaan bk, dan
kewnjihan keserikatpekerjaan,
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C. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indusirial

Penyelesaian  perselisihan hubungan  industrial - wajib
dilaksanakan nleh  penpusahn  dan  pekerjw/burubh stau  senkat
pekerjafserikal  buruh secara musvawarah umuk  mufakal.  Apabila
musyawarah  untuk mofakal tidak  tercapai, maka penyelesaian
persclisthan hubungan industrial dilakukan melalui prosedur penyelesaian
perselisthan hubunpan mdustrial,

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 mencgaskan bahwa
perselisihan  hubungan indusirial  diselesaikan  dengan  menesmpuh
mekanisme bipartit, mediasi, konsiliasi, arbitrase, serla pengadilan
hubungan industrial,

1. Bipartit

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan
terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah ontuk
miafakal, Perundingan ini meerupakan perundingan antara pengusaha atau
gebungan pengusahs dengan pekerja/buruh atau serfkat pekerjo/derikat
buruh atau antara serikal pekenafserikat  buruh  dengan  serika
pekerjalserikat burah yang lain dalam satu perusahaan yang berselisih,
Jadi penvelesmian  perselisinan  melahy  perundingan  bipartit  ini
merupakan  penyelesatan  perselisihan  antars  burub/pekera  dengan
pengusaha secars intern di dalam linghungan perusshaan tanpa
melibatkan pihak  ketiga. Agar perundingan herjalan terarab dan
terkontrol maks sctiap perundingan harus dibuat risalah perundingan,
Risalah perundingan sekurang-kurangnya memuat :
nama lengkap dan alamat para pihak;
tanggal dan tempat perundingan;
pokok masalah atau alasan perselisihan:
pendapat para ahli:
kesimpulan atau hasil perundingan,
mnggal seria fwnda eogan pam pihak  vane  melskukan
perundingan.
Perundingan bipartit yang mencapai kesepakatan, agar bersifat mengikat
maks harus ditvanpgkan dalam pedganjian bersama. Jika perundingan
gagal, pekerja’buruh dan atay  peagusaha  harus  mencatatkan
pecselisthunnyva puda Kantor Dinas Temsga Kega sctempat dengan
menyertakan risalah perundingan bipartit yang telah dilakukan. Dinas
Tenaga Kerja kemudion akan menanyakan atan menawarkan kepada
pekerjabursh dan pengusaha wntuk memilih dan menyvepakati lembaga
yang akan dipakai uniuk menyelesaikan perselisihan vaiin konsilinsi,
mecliasi, atau arbilrase, Bila para pihak tidak memilih maka Dinas Tenaga
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Eerja akan melimpabikan penyelesaian perselisihan tersebut kepada
mediaor,

2. Mediasi

Mediasi merupakan mekamsme yang dapat ditempub umiuk
menyelesaikan perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisthan
pemuiusan hubungan kerja, dan perselisihan amar serikat pekerja’serikat
buruh hanya dalam satu perusahaan. Penyelesaian melalui mediasi ini
dilakukan secara musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih
mediator netral wyang berads di setiap  kantor instansi  vang
bertanggungjawab di bidang ketenagakeraan Kabupaten/Kaota,

Pemyelesaian perselisihan hubungan industrial vang mencapai
kescpakatan melalui mediasi maka dibuat perjanjian bersama yeng
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta
didaltarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Megeri di
wilayah hukum pihak-pihak vang mengadakan perjanjian bersama untuk
mendapatkan akia bukti pendafiaran.

Jika tidsk tercapai  kescpakatan penyelessian  perselisihan
hubungan industial melalui mediasi maka medistor mengelvarkan
anjuran lertulis, Anjuran tertulis ini merupakan pendapat atan saran
tertulis yang dissulkan oleh mediator kepada para pihak dalam upaya
menyelesaikan perselisihan mereka. Terhadap anjuran fertulis yang
diterima oleh para pihak maka dibuat perjanjian bersama. Namun apabila
anjuran tersebut ditolak maka para pihek atau salah sam pihak dapat
melanjutkan  penyelesaian  perselisthan ke  Pengadilan  Hubungan
Industrial pada Pengadilan Neger setempat.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan mekanisme wang dapat ditempuh ontuk
menyelesaikan  perselisihan  kepentingan,  perselisihan  pemutusan
hubunpan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh
hanya dalam satn perusahsan. Penyelesaian melalui konsiliasi dilabkukan
secara musyawarnh yvang ditengahi oleh secomng atan lebih konsiliator
tictral vang twerdaftar pada konior instansi yang beranggungiawab di
bidang ketenagakerjaan Kabupaten/Kota,

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang mencapai
kesepakatan melalui konsiliator akan dibuat pejanjian bersama yang
ditandatangani para pihak dan disaksikan oleh konsilistor, Perjanjian
bersama kemodian didafiarkan di Fengadilan Hubungan Industrizl pada
Pengadilan Megen di wilayah hukum pihak-pilhak yang menpadakan
perjanjian bersama untuk mendapatkan akea bukti pencatatan, Jika tidak
tercapai kesepakatan maka konsiliator mengeluarkan anjuran tertulis,
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Terhadap anjuran tertulis yang disetujui, konsiliator haris membantu pars
pihak untuk membust perjanjian bersama, Apabila anjuran tertulis ditolak
oleh salah satu pihak atau para pihak maka salah saty pihak atan pars
pihak dapat melanjuikan penvelesaian  perselisiban ke Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat.

4. Arbitruse

Arbitrase merupakan mekanisme yang dapat ditempuh untuk
menyelesaikan perselisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat
pekegaiserikal  buruh  hanya  dalam satu perusahaan,  Penyelesaian
dilakukan di luar Pengadilan Hubungan Industrial melalui kescpakatan
tertulis dari pibak yang berselisih untuk menyershkan penyelesaian
perselisihan kepada arbiter yang putusannyn mengikat para pihak dan
bersifat final. Perselisiban hubungan industrial vang sedang stau telah
disclesaikan melalui arbitrase tidak dapat diajukan ke Penpadilpn
Hubungan Industrial.

Penyelesaian perselisthan hubungan industrial melalui arbitrase
dilakukan atas dasar kesepakatan pars pihak yang berselisih  dan
dilakukan secarm  tertwtup  kecuali para pihak yang  berselisih
menghendaki.

Penyelesaian perselisihan industrial olah arbiter harus diawali
desigan upaya perdamaian kedua belah pihak yang berselisih. Apabila
perdamaian lercapai maka arbiter atau majelis arbiter wajib membuat akia
perdamaian’vang ditandatangani oleh para pihak yvang berselisih dan
arbiter u majelis arbiter. Akfy  perdamaian tersebul  kemudian
dida.h?ﬁ di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di
wilayah arbiter mengadakan perdamaian,

Jika wpaya perdamaian pagal maka arbiter atay majelis arbiler
meneruskan sidang arbitrase. Putusan arbitrase vang diputuskan melalui
sidang arbitrase mempunyai kekuatan bukum yang mengikal para pihak
yang berselisih dan merupskan putusan yang bersifat akhir dan tetap.
Putusan tersebut didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada
Pengaditan Negeri di wilayah arbiter menetapkan putusan. Jika putucan
arbiter tidak dilaksanakan oleh salsh sstw, maka pihak yvang dirugiken
dupat mengajukan permobonan fial eksekusi di Pengadilan Hubungan
Industrial pada Pengadilan Mogeri vang dacrah hukumnya meliputi
tempat kedudukan lerhadap sispa putusan ini hares dijalankan, agar
putusan diperintahkan votuk dijalankan,

Perselisihan  hubungan industrial yang sedang atau lelah
diselesaikan melalui arbitrase wilak  dapal digjekan ke Pengadilan
Hubungan Industrial.
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5, Pengadilan Hubungan Iodustrial
Pengadilan hubungan industrial adalali pengadilan khusus yang
dibentuk di lingkungan Pengadilan Megeri yang berwenang memeriksa,
mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan  hubungan
industrial. Pengadilan hubungan industrial merupakan pengadilan khusis
yang berada di lingkungan Peradilan Umuam.
Pengadilan  hubungan  industrial bertugas dan  berwenang
memeriksa dan memutus ¢
a. di tingkat pertama mengenai perselisihan hak:
b. di tingkat pertama dan terakhir menpenai perselisihan
kepentingan;
c, di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan
kerja,
d. di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar
serikal pekerja‘serikat buruh dalam sstu perusahasn,

Hukum acars yang berfake pada Pengadilan Hubungan Industrial adalah
hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan di lingkungan
Peradilan Umum, kecuali yang distur secara khusos dalam UL Nomor 2
Tahun 2004,

Dari uraian tersebut terlihat bahwa penyelesaian perselisihan
hubungan indusirial pada dassmys dapal disclesaikan di luar pengadilan
atau di dalem pengadilan. Penyclesatan di luar pengadilan adalah
penyelesaian melalui mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Sedangkan
penyelesaian melalui pengadilan dilakukan oleh Pengadilan Hubungan
Industrial {(PHI)

Medimsi , konsiliasi dan arbitrase merupakan sarna pilihan
penyelesaian persclisihan hubungan industrial, Ketiganya tidak dapat
ditempuh secara berurutan atay bergantian. Masing-masing memiliki
kewenangan dan ruang lingkup kerja yang berbeda-beda. Apabila para
pihak telah menyelesaikan perselisihannva melalui sarana mediavi, afau
kowsilicesi, namun tidak memberikan basil maka penvelesaian selanjutnya
hanya dapat disjukan ke Pengadilan Hubungan Industrial,

Penyelesaian melalui Mediasi den Konsiliasi menghasilkan
anjuran bersifat tidak final seria tidak mengikat sehingpa salah satu atau
para pihak dapat menolaknya. Penolakan dapat direalisssikan dengan
mengajukan gugalan ke Pengadilan Hubungan Industrial. Jika salah satu
pihak menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial, maks pihak
tersebut dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung tanpa menempuh
upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi.
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Perkara perselisihan  hubungan  industrial di  Pengadilan
Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung akan diperiksa dan diputus
oleh Hakim Ad-hoc dan Hakim A gung Ad-hoc. Para Hakim Ad-Hoc dan
Hakim Agung Ad-Hoc berasal doari serikat buruh dan asosiasi pengusaha
vang ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah dinyatakan lulus
selcksi ofch Ketun Mahkamah Agung.

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial lembaga arbitrase
mekanisme persidangannya minp denpan tsla wnian persidangan di
pengadilan hubungan industrial. Sistem arbitrase tidak mengenal upayy
hukum banding maupun kasasi, kareri anjuran yvang dikeluarkan bersifal
final dan mengikat.
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BAB Y
PEMLUTUSAN HUBUNGAN KERIA

Pada bab sebelumnya telah dibahas mengenai hubungan kema yang
pada dasarmya lerjadi seielah ada perjanjian kega. Hubungan kerja ini
akan tetap berlangsung sesuai dengan yang diperjanjikan atau dengan
kata lain hubungan kegja akan berakhir sesuai dengan isi perjanjian kerja.
Dalam hal-hal stav keadaan-keadaan terentu hubungan kerja tersebut ada
vang berakhir tidak sesuai dengan yang dipeganjikan. Jika hubungan
kerja berakhir terjadilah apa vang disebut dengan permutusan hubungan
kerja (PHEK),

Pemutusan hubungan kerja dapat dilakukan oleh pengusaha maupun
pekerja. Mereka memiliki hak yang sama untuk melakukan PHE. UL
Momor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pads Pasal 1 angka 25
memberikan  pengertian  babhwa  pemutusan  hubungan  kerja  adalah
pengakhiran  bubungan kerja  harmie  suatu  hal  tertentu  yang
mengakibatkan berakhimys hak dan kewajiban antam pekergaburub
dengan penpusaha

Fada umumnyz pemutusan hubungan  kerja  merupakan  suatg
peristiwa yang tidak diharapkan terjadinya, torutama bag) pekerja/hurh,
karena pemutusan hubungan kerja selalu terkait dengan mata pencaharian
untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Wajar jika diungkapkan
bahwa tindakan pemutusan hubungin kega harus menjadi pilihan
terakhir. Terkail dengan hal tersebul semua pihak vang terlibat dalam
hubungan industrial dengan segala upaya harus mengusahakan agsr
Jangan terjadi pemousan  hubungan kerja. Segala upava yang
dimaksudkan disini adalah kegiatan-kegiatan yang positif vang pada
akhimya dapat menghindari terjadinya pemirtusan hubimgan kerja, antara
lain melalui pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode
kerja, dan memberikan pembinaan kepads pekerjabunih,

Jika scpala upaya telah dilakukan tetapi PHE tidak dapat dihindari
maka PHK harus dirundingkan terlebil dahulu oleh pengusaha dengan
serikat  pekeqalserikat  burubh  ataw  dengan  pekerjaburub  jika
pekerjw/buruh  yang  bersanghutan fidak menjadi anggota  sorikat
pekerja’serikat buruh.

A Jenis — jenis pemutusan hubungan kerja
Pemulusan hubungan kerja dapat dikelompokkan dalam beberapa
Jenis, yaitu pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha, pemutusan kerja
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oleh pekerjaburuh, hubungan kera vang putus demi hukem, dan
pemutusan hubyngan kerja oleh pengadilan.

I. Pemuntusan Hobungan Kerja oleh Pengusaha

Pengusaha berhak untuk melskukan PHK terhadap pekerja/buruh
apabila berbagai wpaya pencegahan dan pesmibinsar sudah dilakukan.
Telah disinggung sebelumnya bahwa jika pemutusan hubungan kerjs
tidak dapat dihindari maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib
dimundingkan terlebih dahulu, Apabila perundingan benar-benar tidak
menghasilkan  persetujuan, pengusahs  hanya  depst  memutuskan
hubungan keda dengan pekerja/burub setelah memperoleh penctapan dari
lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PPHI). Selama
putusan lembaga PPHI belum ditetapkan, baik pengusaha maupun
pekerja’buruh  harus tetap melaksanakan kewajibannya. Berdasarkan
ketentuan Pasal 155 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 pengusaha dapat
melakukan penyimpangan terhadap ketentuan tersebul berupa tindakan
skorsing kepads pekedaburub yang sedang dalam proses pemutusan
hubungan kerja dengan tetap membayar upah beserta hak-hak lainnya
yang biasa diterima pekerjaburuh.

Permohoran penetapan pemuiusan hubugan kerja diajukan oleh
pengusaha secars teriulis kepada lembaga PPHI disertai alasan yang
menjadi dasamya. Alasan-alasan yang depal dijadikan dasar permohonan
penetapan pemutusan hubungan kerja adalah

8. Pekega/tomoh telah melakukan kesalahan berat
Kesalahan berat yang dapat dijadikan alasan pemumsan hubungan kerja
menmurut ULT Mo, 13 Tahun 2003 Pasal 158 ayat (1) adalah :

{1} Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang atau
uang milik peruzahaan.

{2) Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga
merugikion pernsahaan.

(3 Mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai
danfatau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zu adikeif
lainmya di lingkungan kerja,

{4} Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan
kerja

(3] Menyerang/menganiaya'mengancam, stay  mengintimidasi
teman sekerja atsu pengusaha di lingkungan kerja

(6) Membujuk teman seberjs atav penpusaha untuk melakokan
perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-
el pan,
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{7} Dengan ceroboh atau senpaja merusak stau membiarkan dalam
keadaan bahaya barang milik perusahsan yang menimbulican
kerugian hagi perusahasn.

(¥) Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman scheoa atau
pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kena.

(%) Membongkar atau membocorkan rahasia perusahasn  yang
seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara.

(10} Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang
diancam pidana penjara lima tahon atau lebih,

Untuk membuktikan bahwa pekerjaburuh  sudah  melakukan
kesalahan berat berdasarkan pasal 158 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003
pengusaha wajib menunjukkan bukti-bukti yaitu :

{1} Pekerja'buruh tertangkap tingan;

(2} Pekega'hurih mengakui perbuatannya;

(3} Adanya laporan kejadian vang dibual olch pihak berwenang dari

perusahaan vang bersangkutan dan didukung oleh sekurang-
kurangnya 2 {dua) saksi.

Untuk pekerja vang tugas dan fungsinys mewakili perusahasn secara

langsung bila di PHK karena alasan melakukan pelanggaran beral dapat
mempercleh vang penggantian hak. Sedangkan uniuk pekerja yang tugas
dan fungsinya tidak mewukili kepentingan pengusaha secara langsung
selain uang penggantian hak juga diberikan uang pisah yang besamya dan
pelaksanasnye digtur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahsan
atau perjanjian ketja bersama.
Berdasar ketentuan Pasal 159 UU MNomor 13 Tahun 2003, pemutusan
hubungan kerja dengan alasan pekerja telah melakukan pelanggaran berat
tersebut dapat ditalak  oleh pekerja dengan mengajukan pugatan ke
Pengadilan Hubungan Industrial. Hanya sajs kedwa rumissn pasal
tersebut (Fazal 158 dan 159 UL No. 13 Tahun 2003) oleh Mahkamah
Konstitusi maka dinyatakan berbentangan dengan UUD 1945 schingga
tidak mempunyai kekuatan hukum meogikst, sebagaimana tertuang
dalam putusan MK No. 012U 2003,

b. Pekerja/buruh ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan
tindak pidana

Pongusaha dapat melakukan pemotusan  hubungan  kerja  terhadap

pekerja/buruh bukan atas pengaduan pengusuha, setelah 6 (enam) bulan

pekerja/burub  tidak dapat melakuksn pekerjaannya  sebagaimana

miestinya. Dalam hal ini berdasar kefentuan Pasal 160 ayat (1) U No. 13

Tahun 2003 pengusaha tidak wajib membayar opah tetapi wajib
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memberikan banman kepada kelvarga pekenaburubh yang menjadi
langeungannys. Keluarga yang menjadi tangeungan yaitu istri/suami,
anak atau orang yang sah menjadi tanggungan pekerjaburuh berdasarkan
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjion kerja bersama.
Perincian besarnya uang bantuan tersebul edalakh :

¥ Untuk | orang tanggungan scbesar 25 % dan upah.

¥ \Untuk 2 orang tanggungan sebasar 33 %o dari upah,

¥ Unluk 3 orang tanggungan scbesar 45 ¥ dan upah.

¥ Unuk 4 orang tanggungan atau lebih sebesar 50 %6 upak

Bantuan tersebut diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung
sejak hari pertamna pekerja ditahan oleh pihak berwajib.

Ada beberapa keféentuan yang harus diperhatikan oleh pengusaha
terkait dengan pemutusan hubungan kerja kerena alasan ditaban oleh
pihak berwagib ini yaity ;

(1} Bila pengadilan memutuskan porkars pidana scbelum masa cnam
bulan dan pekerja dinyatakan tidak bersalah, pengusaha wajib
memperkerjakan kembali pekerja yang bersangkutan,

(2) Bila pengadilan memuiuskan pérkera sebefum enam bulan dan
pekerja bersangkutan dinyatakan bersalah maka penpgusaha dapat
melakukan pemutusan  hubungan  kerja  kepadn  pekera
bersangkutan tanpa harus mendapat penctapan dart Pengadilan
Hubungan [ndustrial. Hak pekerja yang ter-PHE karena dijerat
pidana tersebut mendapat uang penghargaan masa kega saiu kali
ketentuan Pasal 156 ayal (3) dan vang pengganti hak sesual
ketentuan Pasal 156 ayat (4) UL Mo, 13 Tahun 2003,

PHE yang dilakukan karena alasan ditshan pihak berwajib karena diduga
melakokan tindak pidana tidak diperlukan penetapan dari lembags PFHI
dengan ketentuan  balwa pengusaha  wajib membavar  kepada
pekerja’buruh yang di PHE uwang penghargaan masa kerjg sam kali
ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tabhun 2003 dan uang
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UL Mo, 13 Tahun
20403,

¢. Pekerjaburuh melakukan pelanggaran

Pengusaha dapat melakukan pemwtusan bubungan kerja terhadap
pekerja/buruly karena melakukan pelanggaran schbagaimana vang diatur
dalam perjanjian Ketja, persturan perusahaan | dan perjanjian kerja
bersama. Sebelum pengusaha melakokan pemutusan hubungam kerja
kepada pekerja‘buruh  vang  bersangkutan  harus  diberikan  surat
peringatan pertama, kedua, dan keliga, Surat peringatan tersebut masing-
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masing berlaku untuk paling lama 6 bulan kecuali ditentukan lain dalam
perjanjian kerja, peraturan perusshann, staupun perjanjian kerja bersama

Masing-masing sural peringatan dapat diterbitkan secara berurutan
atau tidak, sesuai dengan kefentusn yang diatur dalam perjanjian kerja
#tau peraturan perusahasn atau perjanjian kerja bersama.

Dialam hal surat peringatan diterbitkan sccarn beruruan maka surai
peringatan pertama berlaku wntuk jangka 6 (emam) bulan. Apabila
pekerja/buruh  melakukan  kembali  pelanggaran  ketentuan  dalam
perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau pedanjian kerja bersama
masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat
menerbitkan surat peringatan kedua, yvang jugs mempunyai jangka wakin
& {enam} bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua,

Apabila pekerja’buruh masih melokukan pelanggaran ketentuan
dalam perjanjian kerja atay peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
hersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang
berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.

Apabila dalam kurun wakiu peringatan ketiga pekerjahuruh kembali
melakukan pelanggaran perjanjian kerja atan peraturan perusahaan atau
perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan
hubungan kerja.

Dalsm hal jangka wakiu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya surat
peringatan pertama sudah terfampani, maka apabils pekerjaburul yang
bersangkutan melakukan kembali pelangzaran perjanjian kerja atau
peraluran  perusahaan ataw perjanjian kerja  bersama, maka sural
peringatan yang diterbitkan olch pengusahn adalah kembali sebagai
peringatan pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua
dan ketiga.

Perjanjian kerja atau peraturan perusahasn siau perjanjian kerja
bersama dapat memuat pelangparan tertentu yang dapat diberi peringatan
pertama dan terakhir, Apabila pekerjaburuh melakukan pelanggaran
perjanjian kerja stav persturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama
dalam tenggang waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir
dimaksud. pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja .

Tenggang wakiu 6 (emam) bulan dimaksodkan sehagsi upaya
mendidik pekerja/buruh apar dapst memperbaiki kesalahannya dan di sisi
lain  wakiy 6 (enam) bulan ini merupakan waktu yang cukup bagi
pengusaha untuk melskukan penilaian terhadap kinerja pekerjaburuh
vang bersangkutan,

Berdasar ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 jika pekerja/buruh
mengakui pemutusan hubongan kerja karena alasan ini maka ia berhak
memperoleh vang pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 avat



{2). vang penghargaan masa kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156
ayat (3), dan wang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal |56 ayat (4).

d. Terjadi perubshan status, penggabungan, peleburan, atau perababan
kepemilikan perusahasn

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hobungan kerja Kepada

pekerja'buruh karena alasan fecjadi perubaban status, penggzabungan,
peleburan, atau perubahan kepemilikan perusabaan. Apabila karena
alasan itu pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja maka
ia berhak untuk menpakhiri hubunpan keda dan hal tersebant bukan
dianggap scbagai pengunduran dini biasa, schingga ia berhak atas uang
pesangon schesar saty kali sesual ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Ne. 13
Tahun 2003, vang penghargaan masa ke satu kali kelentuan Pasal 156
ayat (3) UL No. 13 Talum 2003, dan vang penggantian hak sesuai
ketentuan Pasal [56 ayat (4) UU No, 13 Tahun 2003,
Apabila karena alazan tersebut pekerja yang tidak bersedia melanjutkan
hubungan kerja maka pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar
dua kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU Mo, 13 Tahun 2003, uvang
penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) LU Mo, 13
Tabun 2003, dan uang pengpantion hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat
(4) No. 13 Tahun 20043.

¢. Perusahzan tutup

Porusahaan dapat melakukan pemutuskan hubungan kerja terhadap
pekerja’buruh karena  perusahesan tulup vang disebabkan perusahasn
mengalami kerugian terus menerus dalam 2 (dua) tehun terus menerus
oleh karena keadsan memaksa (force majenr), Untuk menentukan bahwa
perusahaan mengalami kerugian selama 2 (dua) tahun terus menerns
harus dibukdikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir vang
telah diaudit oleh akuntan publik.

Jika pekerja menolak pemwtusan hubungan kerja karema alasan
tersebut maka pekerjaburuh berhak atas uwang pesangon satw kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2) UU No, 13 Tahun 2003, uang penghargasn
masz kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UL No. 13 Tahun 2003
dan uang penggantion huk sesual ketontoan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13
Tahun 2003,

f. Efisi¢nsi

Pengusalia dapat melekukan PHE terhadap pekerjaburub karena
perusahasn titup, namon bukan mengalami kerugian 2 (dua) tahun
berturut-turut oleh karena keadasn memaksa (force majeco) tetapi karena
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perusahaan melakukan efisiensi atau perampingan organisasi perusahaan,
Jika hal ini vang dijadikan alasan maka pekerjaburuh berhak atas uang
pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 avat (2) UL No. 13 Tahun 2003,
uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) Mo
13 Tahun 2003, dan uang pengganti hak schesar ketentuan Pasal |56 avat
{(4) UL) No. 13 Tahun 2003,

g.  Perusahaan pailit

Jika perusahaan jatuh pailit maka pengusaha dapal menjadikannys
sebagai alasan untuk melakukan pemuiusan hubungan kerja karena hal ini
terhadap pekerja/buruh berhak atas vang pesangon satu kali Ketentuan
Pagal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, vang penghargaan masa kerja
satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 dan vang
pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayal (4) UL No. 13 Tahun
2003,

b Pekerja/buruh mangkir

Alasan lain bagi pengusabn wntuk mem-FHK pekeda adalah
mangkirnya pekerja selama  lima hari  bertumit-turat. Mamun  ada
kewajiban pengusaha selama kurun wakm tersebut untuk memanggil
pekerja dua kali secara patut serta tertulis dan pekerja tersebut  tidak
dapat memberikan keterangan tertulis dengan bukti yang sah. Namun bila
pada hari pertama pekerja masuk kerja dan langsung menvershkan surat
ketermngan tertulis yang sah yang menjelaskan alasan mengapa ia tidak
masuk kerja, maka pengusaha tidak daps menjadikan hal tersebuy
sebagai alasan pemutusan hubungan kerja.

Pemanggilun secara patut adalsh pemanggilan secara tertulis kepada
pekerja’buruh yang diajukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana
tercatat di perusahaan berdssarkan laporan pekegaburub. Tenpgang
waktu antara pemanggil pertama dan kedus paling sedikit 3 (tiga) hari
kerja.

Pemutusan hubwmgan kerja karenn mangkir ini dikualifikssikan
karena mengundurkan diri. Dalam hal ini pekerja/buruh berhak menerima
uang penpgantiovn hak sesuai kefentuan Pasal 156 avat (4) UU No. 13
Tahun 2003, vang pesangon yang besarnya dan pelaksanaannya diatur
dalam perjanjian kerja, peraturan perusshaan, perjanjian kerja bersama

UL Mo, 13 Tahun 2003 Pasal 153 ayat (1) menegaskan bahwa
pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan
sebaga berikut;



{a} Pekegaburuh berhalangan masuk kerga karena sakit menuro
keterangan dokter selama wakiu tidak melampaui 12 (dua belas)
bulan secars tenis menerus;

(b) Pekerjaburuh  berhalangan  menjalankan  pekerjaannya  karena
memenuhi  kewsjiban terhadap nepara sesumi dengan  ketentusn
peraturan perundang-undangan;

(e] Pekerjaburuh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanys;

(d) Pekerjaburuh menikah;

(e} Pekerjaburub perempuan hamil, melshirkan, pugur kandungan, atau
menyusui bayinya;

i) Pekerjp/buruh  mempunyai  pertalian  darah  denfatau  ikatan
perkawinan dengan pekerda’burut lainya Ji dalam satu perusahaan,
kecuali tclah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerjn bersama;

(g) Pekega/buruh mendirikan, menjsdi angoota danfatau  pengurus
serikat  pokerja‘scrikat buruh, peke:]m'tluruh melakukan kegiatan
serikat pekerja‘serikat bunuh di lsar jam kega, atau di dalam jam
kerja atas kesepakatan pengusuha, atau berdasarkan ketentusn yang
diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjizn kerja
hersams;

th) Pekera / buruh yang mengadukan pengusaba kepada yang berwajib
mengenal  perbuatan pengusabe  yang moelakukan tindak pidana
kejohatan:

{i} Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit,
golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atan status perkawinan,

(i} Pckerja’burah dalam keadasn cacal ietap, sakit akibat kecelakaan
kerja, atau sakit karcna hubongan kerfa yang menurul sural
keterangan dokter yang jangka penyembuhannya belum dapat
dipastikan.

Apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan Karena alasan-alasan
tersebut di atas maka pemutusan hubungan keda butal demi hukum
dengan  demikian  pengusaha  wajib  memperkcrjakan  kembali
pekerja/burub yang bersangkutan.

Sclanjuinya ditentukan babwa penctapan lembaga PPHI tidak
diperlukan bilamana pemuusan hubungan kerja dilakukan dalam hal ;

(a) Pekerja/burub masih dalam masa percobaan kera, bilamana telah
dipersyaratkan secara tertuls sebelumnya;

(h) Pekea/burub menganjukan perminiaan penpunduran dird, secara
lortulis atas kemavannys sendini tanpa ada  indikasi  adanya
tekanan/intimidasi dari pengusaha, berakhimys hubungan kerja
sesual dengan perjanjian kerja wakiu tententu untuk pertama kali;



() Pekerja’burih mencapai usia perisiun sesuai dengan ketetapan dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjs bersama, atay
peraturan perundang-undangan:

() Pekerja'buruh meninggal dunia.

2. Pemuiusan hubungan kerja oleh pekerja/burub

Pekerja’buruh berhak untuk memwiuskan hubungan kerja  dengan
pibak pengussha karena pada prinsipnva pekegja/burub tidak bolch
dipaksakan untuk berkerjn terus menerus hilamana @ sendin tidak
menghendakinya. Dalam hal ini vang akdf untuk meminta diputuskan
hubungan kerjanya adalah dari pekerja/buruh ity sendiri. Dari segi
kompensasi pemutusan hubungan kera yang dilakukan pekeda dapat di
kelompokkan menjadi dua jenis vaitu pemutusan hubungsn kega dengan
mendapat kompensasi dan pemutusan hubungan kerja tanpa kompensasi.

Pekerja'buruh dapat mengajukan permobonan pemtusan hubungan

kerja kepada lembaga PPHI dengan alasan apabila pengusaha melakukan
perbuatan sebagai berikut:

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau  mengoncam
pekerjahurh;

b, Membujuk danfatau menveruh pekedahoruh ontuk melakukan
perbuatan yang herientangan dengan  persturan  perundang-
undangan;

¢. Tidak membayar upah tepat wakiu pada wakiu vang telah
ditentukan selama 3 (tiga) bulan berurai-turut atau lebih;

d. Tidak melakokan kewajihan wang ielah  dijanjikan kepada
pekerja‘bunih;

e, Memerintahkan pekega'buruh unmk melaksanakan pekerjaan di
liear yang diperjanjikan; atau

f.  Memberikan pekerjaan vang membahayakan jiwa, keselamatan,
kesehatan, dan kesosilasn pekedw/burub sedangkan pekerjaan
tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian ketja.

Pemutusan hubungan kerja yang disjukan karena salasan terschut
maka pekerja’buruh berhak mendapal vang pesangon dua kali ketentuan
Iasal 156 ayat (2) UU No. 13 Tahun 2003, nang penghargaan masa kerja
satlu kil ketemtuan Pasal 156 ayat ¢3) UL No. 13 Tabun 2003 dan vang
penggantian hak sebesar ketentuan Pasal 156 avat (43 Tahun 2003,

Andaikata pekefja‘buruh mengajukan pemutusan hubungan kerja
dengan alasan-alasan sehagaimana diuraikan di atas namum oleh lembaga
PPHI pengusaha dinyatakan tidsk melakukan perbuatan tersebut maka
pengusaha dapat melakukan pemuotusan hubungan kerja anpa penetapan
lembaga I'PII dan pekerjaburub yang becsanghutam tidak berhak atas
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uang pesangon sesuai ketenman Pasal 156 ayat (2) UL No, 13 Tahun
20073 dan vang pengharpaan masa kerja sebesar ketentuan Pasal 156 ayat
(3 UL Mo, 13 Tahun 2003,

Permutusan hubungan kerja oleh pekerja dapat  pula terjadi jika
pekera/buruh mengundurkan did, Pemutusan hubungan kega dengan
alasan atas kemauan sendini dilakukan tanpa penetapan lembaga PPHL

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pekega/buruh yang akan
mengundurkan diri adakah :

a. Mengajukan permohonan pengundurkan sendiri secara tertulis
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejek  tanggal mulai
perigunduran diri;

b. Tidak terikat dalam Ikatan Dinas;

€. Tetap melakukan kewajiban sampai dengan tanggal pengunduran
diri.

Apabila pengunduran diri dilakuken atas kemsvan sendin dari
pekerja/buruh, maka pekerja/buruh berhak memperoleh vang pengpantian
hak sebesar ketentuan Pasal |56 ayat (4) UU No. [3 Tahun 2003. Bagi
pekerja‘burub yang mengundurkan dif atas kemauan sendiri yang ugas
dan fungsinys tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung,
selain memperoleh uang penggantian hak juga memperoleh vang pisah
vang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam peanjian kera,
peraturan perusahaan, peranjian kerja bersama.

Jika pengunduran diri dilakukan karena pekerjaburun mengalami
sakit berkepanjangan, mengalami cacal akibu kevelakaan kerja, dan tidak
dapat melakukan pekefannnys setelah melampaul batas waktu |2 (dua
belas) bulan berturui-fwrut iz berhak atas vang pesangon dus kali
ketentuan Pusal 156 ayat (2), wang penghargasn mass kerja dus kali
ketenfuan Pasal 156 ayat (3), vang pengganti hak sam kali keleniuan
Pasal 136 ayat (4) UL Na, 13 Tuhun 2003,

3. Hubungan kerja putus demi hukoam

Hubungan kerjs putus demi hukum maksudnya hubungan kerja
tersebut harus putus dengan sendirinys dan kepada pekerja/burul serta
pengusaha tidak perlu mendapal penclapan PHK dari PPHI, PHE ini
terjadi bukan ates kedudukan pekerja'buruh ataupun pengusahia tetapi
semata-mata karcna keadaan, ketentuan perundang-undangan, karena
telah disepakati dalam perjanjian kerja. PHK yang masuk pada kategori
ini adalah sebagai berikut:
a, PHEK karena pekerjaburuh meninggal dunia

Jika seorang pekerja meninggal dunia, hubungan kerja putus dengan
sendirinya dan ahli waris berhak mendapal vang kompensasi berupa uang
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pesangon dus kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penghargasn masa
kerja. dan vang pengganti hak

b. PHEK karena pekerja’buruh memasuki usia pensiun

FHK dapat terjadi karena pekerjaburuli wsia pensiun. Dalam hal im

ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu:

# lika karena pekerja’buruh memasuki usia pensiun telah difkutkan
oleh pengusaha pada program pensiun yang iurannva dibayar
penuh oleh pengussha maka pekerja/buruh tidak mendapst vang
pesangon dan vang pengharpaan masa kerja, tetapi ia berhak atas
uany pengganti hak. Jika besarmya jaminan atay manfaat pensiun
yang diterima sckaligus dalam program pensiun lebih kecil dari
pada jumlah wang pesangon dua kali ketentuan Pasal 156 ayat
{2), vang penghargaan masa kerja sam kali ketentuan Pasal |56
#vat (2), dan uang pengganii hak sesuai ketentuan Pagal 156 avan
(4) UL No, 13 Tehun 2003 maka selisihmya dibavar oleh
penpusaha.

& Jika pengussha sudah mengikutsertakan pekerja’buruh dalam
program pemsiun yang iurannya dibaysr oleh pengusaha dan
pekerja/buruh, maka vang diperhitungkan dengan uang pesangon
yaitu pang pensiun vang premi/iurannya dibayar oleh pengusaha,
kecunli diatur lain dalam perjanjian kera, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama,

¥ Jika pengusaha mengikutsertakan pekerja/buruh yang mengalami
PHE karena usia pensiun pada program pensiun, pengusaha
wijib memberikan kepada pekerja’buruh uang pesangon dua kali
ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja saty
kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang pengganti hak sesuai
ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003,

¢. PHK karena berakhimya perjanjian ketja

PHK yang teradi karena berakhimya perjanjian keda waktu tertentu
(PEWT) maka pokerja tidak bechak mendapat uang PESANEON, Udng
penghargaan masa kerja, dan wang pengganti hak. Begitupun PHE
terhadap pekerja PEWTT pada masa percobaan tidak berhak mendapat
uang kompensasi PHK.

B. Hak-hak Pekerja/Buruh yang D PHK

Pengusaha  diwajibknn membayar uang pesangon, dan atau uang
penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hek yang scharusnyva
ditenima oleh pekerjaburuh apabila tegjadi PHK. Komponen upah vang
dipunakan sebagyi dasar perhilungan vang pesangon, uang penggantian

fi



hak, dun wang penghargasn masa kerja meliputi upah pokok dan segala
bentuk  tunjangan vang  bersifal  tetap  vang  diberikan  kepads
pekena'buruh dan keluarganya setiap bulan, termasuk harga pembelian
dari catu yang diberikan kepada pekerjaburuh secara cuma-cume, yang
apabila catu harus dibayar pekega/buruh dengan subsidi, muka sebagai
upith dianggip sclisih antara harga pembelian dengan harga yang harus
dibayar oleh pekerja/bunh.

Kompensasi PHE untuk pekerja yang upahnya tidak diterima kepada

setiap bulan maka cara perhitungannya adalah sebagai berikui:

a. lika penghasilan pekerja/buruh dibayar atas dasar perhitungan
harian, maka penghasilan sebulan adalah sama dengan 30 kali
penghasilan sehari;

b. Jika upah pekerja’buruh dibayarkan atas dasar perhitungan satuan
hasil. petongan/borongan atau komisi, maka penghasilan schari
adalah sama denpan pendapaian rata-raia per hari selama 12
bulan terakhir, dengan ketentusn tidak boleh kurang dari
ketentuan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota;

¢. Jika upah pckerja tergantung pada keadsan cusca dan upahnya
didasarkan pada upah borongan, meka penghitungan upah
sebulan dihitung dari upah rata-rata 12 bulan terakhir,

Kompoocn kompensasi yang dapai diterima olch pekerja ter-IPHEK
yaity wang pesangon, uang penghargaan masa kerja, serta  uang
penggantian hak. )

1. Ketentuan Perhitungan Jumlah Uang pesangon

Perhitungan vang pesangon ditetapkan paling sedikit sebagni berikut |

& Masa kega kurang dari sctahun, sebesar satu bulan upah,

b. Masa keda satu tahun atau lebih tapi kurang dari dua tahun,
sehesar dua bulan upah.

¢. Masa kerja dua tabun atan lebib tapi kurang dari tiga tahun,
sebesir tiga bulan upah.

d.  Masa kerja tiga tahun atau lebih tapi kurang dari empat tahun,
sebesar empat bulan upah.

¢. Masa kerja empat tahun atau lebih tapi kurang dari lima tahun,
sebesar lima bulan upah.

f. Masa kega lima tahun atau lebih tapi kurang dari enam tahon,
sebesar enam bulan upah.

g Masa kerja enam tahun atau lebib tapi kurang dari wjuh tahun,
sebesyr tujuh bulan upah,

h. Masa kerja tajub tahun atau lebib tapi kurang dan delapan tahun,
sebesar delapan bulan upah.
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Mass Rerja delapen wahun atau lebib, schesar sembilan bulan
upah.

2, Ketentuan Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja

Pckerja ter-PHK yang berhak mendapat uang penghargaan yang telah
bekerjs tiga tahun atau lebih. Besamys uvang penghargaan masa kerja
ditetapkan sehagai berikut:

i

k.

"

hi.

Masa kerja figa tahun atau lebih tapi korang dari enam tahun,
sebesar dua bulan upah.

Masa kerja enam tahun atau lebih tapi kurang dari sembilan
tahun, sebesar tiga bulan upah.

Masa kerja sembilan tahun atau lebih tapi kurang dari 12 tahun,
sebesar empat bulan upah.

Masa kerja 12 tahun amau lebih tapi kurang dari 15 whun, sebesar
lima bulan upah.

Masa kerja I5 tahun atw Iehih tpi kurang dan |8 whon, sebesar
enam bulan upeah.

Masa kerja | § tahun atan lebih tapi kurang dari 21 thun, sehesar
tujuh bulan upah.

Masa kerja 21 tahun aau lebih tapi kurang dari 24 tahun, sebesar
delapan bulnn upah,

Masa kerja 24 tahun atau lebih, sebezar 10 bulan upah.

3. Keteénuan perhitungan uang penggantian hak

Pekerja vang di-PHK dapat memperoleh vang pengeantian hak yvang
melipui -

o Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur.

b.

€.

Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/uruh dan kelvarganya
ke temipat dimana pekerja diterima bekerja.

Penggantian perwmahan, pengobatan, dan perawatan ditetapkan
I5 % dari vang pesangon dan/stau vang penghargasn masa ketja
bagi yang memenuhi svarat,

Hak-hak lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan
perusahaan atau perjanjinn kerja bersama.
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BAB VI
BEBERAT'A KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN

A. Pencmpatan Tenaga Kerja

Pelayanan pencmpatan tenaga kerja adalah  kegiatan  uniuk
mempertamukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, schinggs temaga
kerja dapat memperoléeh pekegaan sesusi dengan minat, bakat, dan
kemampuannyva, dan pemberi kerja dapat memperolel tenaga kerja yang
sesual dengan kebutuhannya.
Fenempatan tenapa kerja terdivi dari

|. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri

Pencmpatan tenaga kerja di dalam negeri ini merupakan
mekanisme pelayanan kepada pencan kerja untuk memperoleh pekerjaan
baik untuk sementars waktu mavpun telap, kepada pemberi kerja untuk
memperolel  pekerga  sesual  dengan  kebutuhanmya.  Mekanisme
pencmpatan ini dilaksanakan antar kantor-kamtor Dimas Tenaza Kerja
yang satu dengan vang lainnyva dalam suat wilavah negara.

2. Penempatan tenaga kerja ke luar negeri

Penempatam tenaga kerja ke luar negeri merupakan pelaksanaan
dari perluasan dan penempatan lenapga kerja dengan cara pengiriman
tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Penempatan dan perlindungan
tenaga ke Indonesin i dilaksanakan dengan persyamtan, tala car, dun
mekanisme yang scsuai dengan poraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tata cara penempatan tenapa kerja Indonesia ke luar neperi
distur dalam UU Ne. 39 Tahon 2004 testang Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Megeri (PPTED.

B. Wajib Lapor Lowongan Pekerjann
Setiap perusshaan atau  pengurus perusahasn wajib sepern
melsporkan secars tertulis setiap ada ataw akan ada lowongan pekerjaan
kepada menteri/pejabat yang ditunjuk, Wajib lapor lowongan kerja distur
dalam Keputusan Presiden Nomor 4 Tabun 1981,
Isi laporan memuat ;
a. jenis TK yang dibutuhkan;
b. jenis pekerjaan dan syarat-svarst jabatan yang digolonghkan, jenis
kelamin, wsia, pendidikan, ketrampilankeshlian, pengilaman, serta
syarat-syarat lain vang dipandang periu.
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. Wajib Lapor Ketenagukerjuan di Perusahaan
Setiap pengusaha atay pengurus wajib melaporkan secara tertulis
setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan
atan membubarkan perusahaan kepada mentori atau  pejabat vang
ditunjuk. Wajib lapor ketenagakemgaan diatur dalam Undang-Undang
Momor 7 Tahun 1981
Maksud dan mjuannys adalah scbagai bahan informasi resmi
bagi pemerintah dalam rangka menetapkan kebijukan di  bidang
ketenagakerjaan,
fsi laporan ;
a. identitas perusahaan;
k. hubungan kelenagakerjaan;
c. perlindungan tonaga kera;
d. kesempatan kerja,

D. Latihan Kerja dan Pemagangan

Latihan kerja diselenggarakan dan disrahkan untuk membekali,
meningkatican,  dan  mengembangkan  kompetensi  kerja  puna
meningkatkan kemampusan, produktivitas, dan kescjahieraan. Latihan
kerja  dilaksanakan dengan  persyaraian-persvaratan  dan kKetentuan-
ketentuan ferfentu serta mengacu pada standar kompetensi kerja.
Pelatihan kerja diselenggarakan oleh lembaga latihan kerja pemerintah
dan/mian lembags pelatihan kera swasta,

Disamping pelatihan kerja terdapat pula pemagangan sebagai
bagian sistem pelatihan ketja yang diselenggarakan secara terpadu antars
pelatihan di lembaga pelatibien dengan bekerja secara langsung di bawah
bimbingan dan  pengawssan instruktur atau  pekerja’buruh  yang
berpengalaman datam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahann
dalam rangka menguazai ketrampiln atan keahlizn tertentu,

E. Tenaga Kerja Asing (THKA)

Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa
denpan maksud bekerja di wilayah Indoncsia. Penggunaan TKA hanya
diperbolehkan dalam hubungan kerjs untuk jabaten fertentu dan wakiu
tericntu (sifatrys terbuka untuk sementara), dan ada laranpan untuk
mengeunakan tenaga kerja asing pada jabatan-jabatan terentn (sifatnya
teruiup],

F. Mogok Kerja dan Lock Out

Mogok kerja adalah tindekan pekerja'buruh vang direncanakan
dan dilaksanakan secara  bersama-zams  dan/atau oleh  cerikat
pekerja/serikat  buruh  umtuk  menghentikan  atan  memperlambat
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pekerjaan.Mogok kerja merupakon hak dasar pekerdjaburub dan serikat
pekerja’ serikat buruh dilakukan cecara sah, rertib, dan damai sebagai
akibat pagalnya perundingan. Mopok kerja harus dengan pemberitahuan,
trduk miclanggar hukum sers memenuhi syarat-syart tertentu,

Lock out atau penutupan perusahaan adalah tindakan pengusaha
untuk  menolak  pekerjaburuh seluruhnya  atau  sebagian  untuk
menjalankan perusahaan. Lock out merupakan hak desar pengusaha
untuk  menolak  pekerjaburuh  sebagian  atau  seluruhnya  untuk
menjalankan  pekerjaan  sebapai  akibat  gapalnya  perundingan.
Sebagaimana mogok kerja. lock out juga harmus diberitahukan, tidak
melanggar hukum serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

(5. Hubungan Indusirial

Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang
terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atay jasa
yang tendiri dan onsur pengusaha, pekerjaburuh, dan pemerintah yang
didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD Negara R1 Tahun 1945
Dalam hubungan industrial ini masing-masing memiliki fungsi yang
berbeda tapi suling berhubungan. Hubungan industrial dilaksanaknn
melalui sarana ; serikat pekerja‘serikal buruh, organisasi pengusaha,
lembaga kerja sama bipartil. lembapga kerja sama tripartit, peraturan
perusahaan, perjanjian kerja bersama. peraturan perundang-undangan
ketenagakerjaan, lembaga penyelesaian persclisihan hubungan industrial.

Lembapa kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan
konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial
di satu perusahiaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat
pekerjaserikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggung
jawah di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekegja/buruh.

Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi dan
konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakcrjasn yang
anggolanys  terdini dari unsur  organisasi  pengusaha,  serikat
pekera’serikat buruh, dan pemerintah.

Penjelusan mengenal serikat pekerja’serikat buruh, organisasi
pengusahe, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, peraturan
perundang-undangan, dan lembaga penyelesaian perselisinan hubungan
industrial dapat dilihat dan dibaca pada bagian lain dari buku ini.
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FENGANTAR HUKUM KETENAGAKER JAAN

Bukt inl memupakan buky penganiar unfuk, mendaizmi
aspek-gspek hukum bidang ketenagakedasn berdasarkan
UL Nomar 13 Tatiun 2003 lentang Ketenagakerjaan. Dengan
metode penyajian yang ssderhara, penuls memberikan
ulssan sacara teon hukum dan peribahassn yang mudah
uruk dipahami. Substansi buky. mepcaklp lentang
hubungan kera, pedindungan kerja. perselisihan hubungan
industrial, peruiusan hubungan kara, dan jaminan sosial
begl lenaga kerja. Dalam buku ini juga dibakas bebsrapa
kebijakan pemerintiah lerkail dengan masalah
ketenagakerjaan,

Kehadiran buku inl teniu akan menjadi referensi yang
gapal menambah khasanzh pusiaka dan memberkan
banyak manfaa: bagi mahasiswa pengajar, prafkhis, dan
masyarakal umum yang menaruh perhafian terhadap
masafah keteragakenazn
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